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MOTTO 
 
  ْمِهِسُف َْنِبِ اَم اُو ِِيَّغ ُي َّٰتََّح ٍمْوَِقب اَم ُ ِِيَّغ ُي َلَ ََّللَّا َّنِإ 
 
“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d : 11) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta 
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 
sebagai berikut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ 
Es (dengan titik di 
atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ 
Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż 
Zet (dengan titik di 
atas) 
ر Ra R Er 
ix 
 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ 
Es (dengan titik di 
bawah) 
ض Ḍad Ḍ 
De (dengan titik di 
bawah) 
ط Ṭa Ṭ 
Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ Ẓa Ẓ 
Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء 
Hamz
ah 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
    
x 
 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama 
Huruf 
Latin 
Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda 
dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ى...أ 
Fathah dan 
ya 
Ai a dan i 
xi 
 
و...أ 
Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح        Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat 
dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan 
alif atau ya 
Ā 
a dan garis di 
atas 
ي...أ 
Kasrah dan 
ya 
Ī 
i dan garis di 
atas 
و...أ 
Dammah 
dan wau 
Ū 
u dan garis di 
atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
xii 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbanaa 
2.  َل ََّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariyyah. 
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang 
diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan 
dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam 
tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhużūna 
3. عنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
xiv 
 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
ام و حمم د
لوسرلاإ 
Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 
 بر للهدمحلا
نيملاعلا 
Al-ḥamdu lillahi rabbil 
ꞌālamīna 
 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
 وهل الله نإو
نيقزارلاريخ 
Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqin / Wa innallāha lahuwa 
khairur-rāziqīn 
 
 ليكلا اوفوأف
نازيملاو 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna 
/ Fa auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
Hisyam Alwi Mudhofar, NIM: 152111236 ”PERLINDUNGAN 
KONSUMEN JUAL BELI ONLINE PADA BUKALAPAK.COM TINJAUAN 
HUKUM EKONOMI ISLAM DAN HUKUM POSITIF”  
Penelitian ini membahas tentang konsep perlindungan konsumen jual beli 
online pada Bukalapak.com tinjauan hukum ekonomi Islam dan hukum positif. 
Bahwa dalam jual beli online terdapat beberapa kelemahan yaitu barang tidak 
sesuai pesanan/cacat, barang sampainya lama, terjadi pembobolan akun, dan lain-
lain. Tujuan penulisan ini adalah (1) untuk mengetahui konsep perlindungan 
konsumen Bukalapak.com, (2) untuk mengetahui konsep perlindungan konsumen 
Bukalapak.com tinjauan hukum ekonomi Islam dan hukum positif. 
Sebagaimana cara penulisan ilmiah, Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah “library research”. Dengan cara mengumpulkan data dan 
informasi mencakup dari sumber data primer ini penyusun peroleh datanya dari 
peraturan baku Bukalapak.com, Al-quran, Hadits, kitab fiqih, dan Undang-Undang 
yang berkaitan dengan perlindungan konsumen jual beli online.  
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep perlindungan 
konsumen Bukalapak.com menurut tinjauan hukum ekonomi Islam sebagian telah 
sesuai, seperti syarat sahnya jual beli dan bai’ salam. Yang belum sesuai adalah hak 
khiyar sebagai bentuk perlindungan konsumen dalam ekonomi Islam terdapat salah 
satu pihak yang dirugikan yaitu konsumen, bahwa konsumen harus menanggung 
biaya ekpedisi tiga kali yakni pembelian, pengembalian, dan penggantian barang. 
Yang seharunya hal ini dalam ekonomi Islam saling menguntungkan dan tidak ada 
yang dirugikan. Sedangkan Perlindungan konsumen Bukalapak menurut tinjauan 
hukum positif telah sesuai, seperti memberikan kejelasan informasi bagi konsumen, 
kemanan dalam pembayaran, keamanan pada saat login, memberikan kejelasan 
informasi bagi konsumen, hak konsumen untuk komplain dan retur barang, hak 
untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa, dan melarang dalam 
penjualan barang berbahaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Republik Indonesia dalam Platform Bukalapak.  
Key Word : Perlindungan Konsumen, Jual Beli Online, Bukalapak.com 
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ABSTRACT 
Hisyam Alwi Mudhofar, NIM: 152111236 "CONSUMER PROTECTION OF 
BUYING AND SALE ON BUKALAPAK.COM ISLAMIC ECONOMIC LAW 
AND POSITIVE LEGAL REVIEW" 
 This study discusses the concept of buying and selling consumer 
protection online at Bukalapak.com reviewing Islamic economic law and positive 
law. Whereas in buying and selling online, there are several weaknesses, namely 
goods that are not in accordance with the order / defect, the goods arrive in a long 
time, there is a break-in account, and others. The purpose of this paper is (1) to find 
out the concept of Bukalapak.com consumer protection, (2) to find out the concept 
of Bukalapak.com consumer protection review of Islamic economic law and 
positive law. 
 As with scientific writing, the type of research used in this study is 
"library research". By collecting data and information including from this primary 
data source, the compiler gets its data from the standard regulations of 
Bukalapak.com, the Qur'an, the Hadith, the book of jurisprudence, and the Law 
relating to the protection of consumers buying and selling online. 
 The results of this study can be concluded that the concept of 
Bukalapak.com consumer protection according to a review of Islamic economic law 
is partly appropriate, such as the legal requirements for buying and selling and bai’ 
salam. What is not yet suitable is the right of khiyar as a form of consumer 
protection in the Islamic economy, there is one party that is disadvantaged, namely 
the consumer, that the consumer must bear the cost of expedition three times, 
namely the purchase, return, and replacement. The thing is that this should be 
mutually beneficial in the Islamic economy and no one will be harmed. Meanwhile, 
consumer protection according to positive legal review is appropriate, such as 
providing clarity of information for consumers, security in payments, security at 
login, providing clarity of information for consumers, consumer rights to complain 
and return goods, the right to advocate and resolve disputes, and prohibits the sale 
of dangerous goods in accordance with the laws and regulations in force in the 
Republic of Indonesia on the Bukalapak platform. 
 Key Word: Consumer Protection, E-Commerce, Bukalapak.com 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam 
jenis dan variasi barang dan/atau jasa. Dengan dukungan teknologi dan 
informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan/atau jasa yang 
telah melintasi batas-batas wilayah negara, konsumen pada akhirnya 
dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan 
secara variatif.1 
Hadirnya masyarakat informasi (information society) yang diyakini 
sebagai salah satu agenda penting masyarakat dunia pada millennium ketiga, 
antara lain ditandai dengan pemanfaatan internet yang semakin meluas dalam 
berbagai aktivitas kehidupan manusia, bukan saja di negara-negara berkembang 
termasuk Indonesia. Fenomena ini pada gilirannya telah menempatkan 
informasi  sebagai komoditas ekonomi yang sangat penting dan 
menguntungkan.2 
Di Indonesia perkembangan teknologi pada saat ini semakin maju. Hal 
ini ditandai dengan pemanfaatan internet sebagai aktifitas perdagangan sistem 
online (e-commerce). Electronic commerce merupakan penemuan baru dalam 
                                                          
1 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 1. 
2 Abdul Halim, Bisnis E-Commerce studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 1. 
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bentuk perdagangan yang dinilai lebih dari perdagangan dengan sistem 
pembayaran tradisional yang dikenal adalah perdagangan dimana penjual dan 
pembeli bertemu secara fisik atau secara langsung kini berubah menjadi konsep 
telemarketing yakni perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media 
internet dimana suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antar 
para pelaku bisnis. Sistem perdagangan yang dipakai dalam e-commerce  ini 
dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Penandatanganan 
elektronik ini dirancang mulai dari saat pembelian, pemeriksaan dan 
pengiriman.3 
Penggunaan internet dalam electronic commerce ini memberikan 
dampak yang sangat positif yakni dalam kecepatan dan kemudahan serta 
kecanggihan dalam melakukan interkasi global tanpa batasan tempat dan waktu 
yang kini menjadi hal yang biasa. Transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa perlu 
kertas dan pena, perjanjian face to face (bertemu secara langsung) pelaku bisnis 
kini tidak diperlukan lagi, sehingga dapat dikatakan perdagangan elektronik 
atau e-commerce ini menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi 
khususnya di Indonesia.4 
Perdagangan ini juga melahirkan resiko negatif yang sering sekali 
muncul dalam bentuk penyelewengan yang cenderung merugikan konsumen 
dalam melakukan e-commerce, yaitu dalam hal yang terkait dengan produk 
                                                          
3 Ibid 
4 Abdul Halim, Bisnis E-Commerce studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 3. 
3 
 
 
 
yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, kesalahan dalam 
pembayaran, ketidaktepatan waktu menyerahkan barang atau pengiriman 
barang dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. 
Keberadaan konsumen yang melakukan bisnis e-commerce tidak tervisual 
secara jelas mengingat transaksi dilakukan dalam dunia maya, sehingga 
terdapat kemungkinan-kemungkinan seperti pihak yang melakukan transaksi 
mungkin saja pihak yang secara hukum tidak diperkenankan melakukan 
tindakan hukum.5 
Dewasa ini banyak bermunculan penyedia layanan jual beli online. 
Bahkan dikalangan masyarakat sudah banyak yang menggunakannya. salah 
satu penyedia layanan jual beli online terbaik adalah Bukalapak.com yang 
merupakan perusahaan e-commerce / online marketplace di Indonesia yang 
dioperasikan oleh PT. Bukalapak.com sejak tahun 2010.6 
Dalam jual beli online terdapat beberapa kelemahan, hal ini juga berlaku 
pada jual beli online Bukalapak.com. Diantaranya yaitu : 
1. Ketidaksesuaian barang yang diterima oleh pembeli. 
2. Barang yang di beli sampainya lama, sehingga butuh beberapa hari untuk 
diterima ketangan pembeli. 
3. Tidak bisa mengecek keaslian dan kondisi barang yang dibeli, sehingga 
barang diragukan keasliannya. 
                                                          
5 Ibid. 
6 https://id.wikipedia.org/wiki/Bukalapak. Di akses 12 September 2019 
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4. Pengaduan yang sulit jika konsumen memiliki masalah dengan pengiriman, 
pengembalian barang / retur dan dana. Sehingga butuh waktu yang cukup 
lama untuk menyelesaikannya.  
5. Pembobolan akun konsumen, sehingga pihak lain bisa menyalahgunakan 
data-data konsumen, seperti kartu kredit dan beberapa informasi lainnya.   
Dilihat dari permasalahan pada jual beli secara online tersebut yang juga 
termasuk dalam jual beli online pada bukalapak.com maka perlu adanya 
perlindungan konsumen terkait perdagangan secara online ini. 
 Indonesia sendiri hal yang khusus mengatur di bidang e-commerce 
adalah dalam memberikan perlindungan keamanan data pribadi terhadap para 
pihak yang melakukan transaksi internet khususnya pembeli sebagai konsumen. 
Oleh karena itu Indonesia mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur 
transaksi internet, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan 
transaksi elektronik atau disingkat UU ITE,  dan juga UU Nomor 8 Tahun 1999 
yang dijadikan sebagai sumber hukum perlindungan konsumen.  
Dengan telah dikeluarkan undang-undang tentang perlindungan 
konsumen dan UU ITE dalam upaya melindungi hak-hak konsumen transaksi 
e-commerce, setidaknya hal ini diharapkan dapat mendidik masyarakat 
Indonesia yang melakukan transaksi bisnisnya melalui e-commerce untuk lebih 
menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki, 
dan pula hak dan kewajiban pelaku usaha seperti dapat dibaca dari konsideran 
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undang-undang ini dimana dikatakan bahwa untuk meningkatkan kesadaran, 
pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk 
melindungi dirinya, serta mengembangkan sikap pelaku usaha yang 
bertanggung jawab.7 
Dalam ekonomi Islam jual beli harus seiring dengan prinsip muamalah. 
Dan pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang 
dilarang oleh Al-Quran dan As-sunnah.8 
Jual beli Online yaitu sama dengan pelaksanaan transaksi transaksi bai’ 
al-salam (pesanan). yaitu dalam hal pembayaran dan penyerahan barang, Maka 
untuk mengetahui apakah transaksi jual beli online sejalan dengan prinsip-
prinsip hukum Islam  dapat ditinjau kembali melalui rukun dan syarat-syarat 
sah bai’ al-salam.9  
Didalam ekonomi Islam juga dikenal dengan istilah Khiyar 
(membatalkan atau meneruskannya). Yaitu memberikan pilihan kepada 
seseorang yang membeli barang. Misalnya seseorang membeli barang yang 
terdapat cacat pada barang yang ia beli maka boleh menggunakan hak 
Khiyarnya.  
                                                          
7 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 1-2. 
8 Ahmad Azhar Basyir, Azaz-azaz Hukum Mu’amalah (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 
15. 
9 Nurmasyithah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada 
Transaksi Jual Beli Online.Vol 2 No.1, April 2017, 107. 
 
6 
 
 
 
Seperti yang telah dipaparkan diatas sangatlah penting akan peran 
hukum perlindungan konsumen. Karena sekarang ini jual beli online sangat 
rentan terhadap penipuan, akibatnya konsumen lah yang dirugikan.  
Situs Bukalapak.com terdapat aturan-aturan baku sebagai penyedia 
layanan jual beli online. Hal tersebut mengandung upaya perlindungan 
konsumen yang diberikan oleh Bukalapak. Oleh karnanya penyusun tertarik 
untuk mengkaji lebih dalam apakah sudah sesuai atau belum upaya 
Bukalapak.com dalam memberikan perlindungan konsumen ditinjau dari 
hukum ekonomi Islam dan hukum positif. 
Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun kemukakan diatas, 
untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal tersebut, penyusun akan melakukan 
pembahasan dalam penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen 
Jual Beli Online Pada bukalapak.com Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dan 
Hukum Positif” 
B. Rumusan Masalah 
Terdapat beberapa rumusan masalah berdasarkan uraian latar  belakang 
yang telah disampaikan, yaitu: 
1. Bagaimana Konsep Bukalapak.com dalam perlindungan konsumen ? 
2. Bagaimana Konsep perlindungan konsumen yang diberikan 
Bukalapak.com  menurut hukum ekonomi Islam dan hukum positif ? 
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C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
1. Ingin mengetahui konsep Bukalapak.com dalam perlindungan 
konsumen. 
2. Ingin menganalisis konsep perlindungan konsumen yang diberikan 
Bukalapak.com  menurut hukum ekonomi Islam dan hukum positif. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini adalah : 
1. Kegunaan teoritis  
Secara teoritis, penelitian ini adalah memberikan penjelasan, 
pemahaman dan pengetahuan tentang upaya-upaya perlindungan 
konsumen yang diberikan Bukalapak.com melalui sudut pandang 
hukum ekonomi Islam dan hukum positif. 
2. Kegunaan praktis 
a. Bagi penulis, penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui lebih 
jauh tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen 
jual beli online khususnya di Bukalapak.com. 
b. Bagi lembaga, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan 
yang konstruktif untuk perbaikan lembaga. 
c. Bagi masyarakat, Menjadi bahan acuan bagi masyarakat terkait 
perlindungan konsumen dalam jual beli online khususnya di 
Bukalapak.com tinjauan hukum ekonomi Islam dan hukum positif. 
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E. Kerangka Teori 
1. Teori Perlindungan Konsumen Ekonomi Islam 
Hukum Islam merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan 
seorang Muslim dan ajaran Islam. Kajian tentang hukum Islam menjadi 
sebuah kajian yang tidak akan lepas dari kajian tentang Islam itu sendiri. 
Josep Sacht telah menjelaskan seperti dikutip Nashirudin, bahwa hukum 
Islam adalah khtisar pemikiran Islam, manifestasi paling tipikal dari cara 
hidup seorang muslim dan merupakan inti dan saripati Islam itu sendiri. 
Oleh karena itu kajian tentang hukum Islam menjadi kajian yang sudah ada 
sejak periode awal Islam dan tetap berlangsung hingga saat ini.10 
Dalam ekonomi Islam pokok yang mengatur tentang jual beli adalah 
mu’amalah. Seperti halnya transaksi jual beli harus menurut prinsip 
mu’amalah. Prinsip-prinsip mu’amalah diantaranya adalah :11 
a. Pada dasarnya segala bentuk mu’amalah adalah mubah, kecuali 
yang dilarang oleh Al-Quran dan As-sunnah.  
b. Mu’amalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa ada paksaan.  
c. Mu’amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan 
manfaat dan menghindarkan madharat dalam kehidupan 
masyarakat. 
                                                          
10 Muh Nashirudin, “Ta’lil Al-Ahkam Dan Pembaruan Ushul Fikih“. (Al-Ahkam Jurnal 
Ilmu Syariah Dan Hukum, IAIN Surakarta). Vol XI  No. 1, Januari 2015, hlm. 21. 
11 Ahmad Azhar Basyir, Azaz-azaz Hukum Mu’amalah (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 
15. 
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d. Dalam hukum Islam mu’amalah dilakukan untuk memelihara nilai 
keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan unsur mengambil 
kesempatan dalam kesempitan. 
Jual beli online menurut ekonomi Islam adalah sama dengan akad 
salam. bahwa dalam konteks ini, mekanisme jual beli online dapat 
diqiyaskan dengan  jual beli salam, di mana harga atau uangnya 
didahulukan, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dapat dinyatakan 
pula pembiayaan di mana pembeli diharuskan untuk membayar sejumlah 
uang tertentu untuk pengiriman barang. Atau dalam kata lain pembayaran 
dalam transaksi salam dilakukan di muka.  Dikatakan salam karena ia 
menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang 
dagangannya. 12 
Didalam ekonomi Islam Rasulullah mengajarkan nilai-nilai 
perlindungan konsumen, bahwa Rasulullah setelah hijrah dan berkuasa di 
Madinah berbagai prinsip yang tidak adil dan menjurus kepada penzaliman 
telah dihapus. Dilarang melakukan jual beli seperti spekulasi, kolusi, 
oligarki, pembatalan informasi penting tentang produk, dan penjualan 
dengan sumpah palsu, atau informasi yang menyesatkan.13    
Dalam melakukan jual beli secara online, yang bertujuan untuk 
melindungi hak antara kedua belah pihak, terutama terkait dengan 
perlindungan konsumen selaku pihak pembeli atas barang yang 
                                                          
12 Muhammad Khisom, “Akad Jual Beli Online  Dalam Perspektif Hukum Islam Dan 
Hukum Positif”. (Jurnal Hukum Universitas Islam Malang). Vol 21 No. 1, Januari 2019, hlm. 63.  
13 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Prenada Media, 2013). Hlm. 42. 
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diperjualbelikan, didalam ekonomi Islam dikenal dengan hak Khiyar, yaitu 
dalam Bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan khiyar dikemukakan para 
ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang 
perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua 
belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa 
persoalan dalam transaksi yg dimaksud.14 
 
2. Pokok Hukum Perlindungan Konsumen Yang Berlaku Di Indonesia 
Di Indonesia, Pada dasarnya instrumen perlindungan hukum terhadap 
konsumen dalam suatu transaksi perdagangan di wujudkan dalam dua 
bentuk pengaturan, yaitu perlindungan hukum melalui suatu bentuk 
perundang-undangan tertentu (undang-undang,peraturan pemerintah, dan 
sebagainya) yang sifatnya umum untuk setiap orang yang melakukan 
transaksi, dan perlindungan hukum berdasarkan perjanjian yang khusus di 
buat oleh para pihak, wujudnya dalam bentuk substansi/isi perjanjian antara 
konsumen dan pelaku usaha / produsen, seperti ketentuan tentang ganti rugi, 
jangka waktu pengajuan klaim, penyelesaian sengketa, dan sebagainya.15 
Yang menjadi sumber  hukum perlindungan konsumen adalah Undang-
Undang  Nomor  8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang 
selanjutnya disingkat UUPK. Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 
                                                          
14 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.129. 
15 Sukarmi, Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha, Jakarta; 
Pustaka Sutra, 2007),  hlm. 170. 
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20 April 1999 dan dinyatakan berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000.16 
Disamping itu ada Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik 
(ITE), yang juga mengatur tentang transaksi Online. 
Konsumen di Indonesia dalam melakukan transaksi mendapatkan 
perlindungan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (UUPK) yaitu berupa Hak-hak konsumen yang 
terdapat dalam Pasal 4.  
Perlindungan terhadap konsumen transaksi elektronik juga terdapat 
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik yaitu :Sebagai pelaku usaha, terdapat pada pasal 9 
“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui system elektronik harus 
menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat 
kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.17 Pasal 5 ayat (1) yang 
berbunyi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil 
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. 18 Pasal 18 ayat (1) 
transaksi elektronik yang di tuangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat 
para pihak.19 Dan Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi setiap orang dengan 
                                                          
16 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung, Citra Aditia 
Bakti, 2010), hlm. 48. 
17 Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, Bab III, Pasal 9. 
18 Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, Bab III, Pasal 5, Angka 1. 
19 Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, Bab V, Pasal 18, Angka 1. 
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sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang 
mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Perbuatan 
sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang 
informasi dan transaksi elektronik diancam dengan pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar (Pasal 45 
ayat (2) UU ITE).20   
F. Tinjauan Pustaka 
Setelah melakukan beberapa literatur karya ilmiah berupa skripsi dan jurnal 
ada beberapa kesamaan tema yang membahas mengenai hukum perlindungan 
konsumen terhadap jual beli Online  menurut hukum islam dan hukum positif. 
Untuk dapat mendukung penelitian ini, maka penulis akan kemukakan beberapa 
karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. 
Skripsi yang ditulis oleh Solikhin, berjudul “Perlindungan Hak-hak 
Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam Dan 
Hukum Positif”.21 Dalam skipsi ini membahas tentang pokok Hak-hak 
Konsumen dalam Jual beli online dalam hukum Islam dan hukum positif 
Indonesia. bahwa perbedaan antara aturan hukum terletak pada pengertian 
konsumen dan pelaku usaha, dalam Islam tidak dikenal konsumen akhir dan 
perantara, Islam juga tidak membedakan konsumen perorangan atau berbadan 
                                                          
20 Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, Bab XI, Pasal 45. 
21 Solikhin, “Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Prespektif 
Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan 
Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014. 
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hukum. Informasi mengenai objek dalam Islam merupakan syarat, sedangkan 
dalam UUPK merupakan ketentuan. Islam tidak membatasi waktu pertanggung 
jawaban yang merugikan konsumen namun dalam UUPK dibatasi. 
Skripsi yang ditulis oleh Disa Nusia Nisrina, yang berjudul “Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-
Undang Perlindungan Konsumen’’.22 Skripsi ini membahas tentang Jual beli 
online yang termasuk dalam aspek muamalah yang pada dasarnya mubah 
(boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hak-hak konsumen dalam 
hukum Islam berupa hak khiyar , diantaranya yaitu khiyar majlis, Khiyar Aib, 
Khiyar syarat, khiyar ta’yin , khiyar ru’yah . Sedangkan hak-hak konsumen 
dalam UUPK, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengonsumsi barang dan/atau jasa. 
Yulia Ariani dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk 
Makanan Dan Minuman Impor (Studi Komparatif Hukum Islam Dan UU 
No.8Tahun 1999)”,23 dalam penelitian ini berfokus pada pengaturan terhadap 
produk makanan dan minuman impor dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen dan mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai 
perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman impor. 
                                                          
22 Dina Nusia Nisrina ‚Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya 
Terhadap Undang-undang Perlindunga Konsumen’’ (Skripsi – UIN Alauddin Makasar, 2015). 
23 Yulia Ariani,Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Impor 
(Studi Komparatif Hukum Islam dan UU. No. 8 Tahun 1999). Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, 
Banda Aceh, 2008. 
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Tesis yang ditulis oleh Bagus Hanindyo Mantri, yang berjudul 
“Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Transaksi E-commerce”.24 
kesimpulan pertama, bahwa Undang-undang perlindungan konsumen No 8 
Tahun 1999 belum dapat melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce 
karena yang pertama mengenai keterbatasan pengertian pelaku usaha yang 
hanya khusus berada di wilayah NKRI. Kedua, keterbatasan akan hak-hak 
konsumen yang diatur dalam UUPK. Ketiga, perlindungan hukum terhadap 
konsumen yang seharusnya diatur meliputi perlindungan hukum dari sisi pelaku 
usaha, konsumen, produk dan sisi transaksi. 
Penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen dari sudut hubungan 
Hukum Islam dan juga hukum positif di Indonesia, pada transaksi jual beli 
online. Sedangkan penelitian yang akan disusun mengambil fokus kepada 
analisa salah satu Platform jual beli online yaitu Bukalapak.com, sehingga 
penyusun merasa penelitian ini perlu dan patut untuk dikaji. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
24 Bagus Hanindyo Mantri, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Transaksi E-
commerce”, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007. 
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G. Metode Penelitian 
Sebagaimana cara penulisan ilmiah, dalam penelitian ini akan diuraikan 
beberapa hal untuk mengungkap masalah atau fenomena yang ada atau terkait 
objek yang akan dikaji. Beberapa hal yang terkait dengan langkah-langkah 
dalam penelitian sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah “library 
research” atau telaah pustaka, yaitu suatu penelitian yang sumber datanya 
diperoleh dari sumber tertulis. Disini peneliti bernaksud untuk 
mengumpulkan data dan informasi mencakup buku-buku, undang-undang, 
Al-Qura’an, kitab fiqih, jurnal, internet, dan karya-karya tulis lain yang 
berhubungan dengan objek yang diteliti. 
2. Sumber Data  
Dalam penelitian ini penyusun menggunakan sumber data utamanya 
berupa data sekunder yang terdiri dari :   
a. Bahan hukum primer, penyusun peroleh datanya dari peraturan baku 
Bukalapak.com, Al-quran, Hadits, kitab fiqih, dan Undang-Undang 
yang berkaitan dengan perlindungan konsumen jual beli online.  
b. Bahan hukum Sekunder, penyusun peroleh datanya dari literatur 
perlindungan konsumen, hukum ekonomi Islam, hukum positif, dan 
pendukung lain dari berbagai sumber dan media.  
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3. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah kepustakaan (library research) , yaitu peneliti akan mengkaji pokok 
masalah melalui literatur-literatur atau referensi-referensi yang berkaitan 
dan relevan dengan judul penelitian ini. 
4. Teknik Analisis Data 
Kegiatan analisis data adalah mengatur, mengurutkan, 
mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya. 
Pengorganisasian dan pengolahan data tersebut bertujuan menemukan tema 
dan konsepsi kerja yang akan diangkat menjadi teori subtantif.25 
Disini penyusun menggunakan teknik analisis kualitatif, Analisis 
kualitatif disebut juga analisis berkelanjutan (ongoing analysis).26 yaitu 
dengan menentukan keterkaitan antara bagian dan keseluruhan data yang 
telah dikumpulkan melalui proses yang sistematis untuk menghasilkan 
klasifikasi atau tipologi.  
 
 
 
 
 
 
                                                          
25 Afifudin, Beni Achmad, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Pustaka Setia, 
2009), hlm. 145. 
 
26 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 176. 
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H. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan laporan ini maka disusun 
dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 
Bab I : Yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat 
penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi, dan sistematika 
penulisan. 
Bab II : Dalam bab ini berisi Gambaran Umum Tentang Perlindungan 
Konsumen Menurut Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum Positif, menguraikan 
tentang Perlindungan Konsumen dalam Hukum Ekonomi Islam, yaitu 
Muamalah, Jual beli, Jual beli bai’ Salam, dan Khiyar. Perlindungan Konsumen 
dalam Hukum Positif, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
(UUPK), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-
Undang Perdagangan. 
Bab III : berisi gambaran umum dan konsep Bukalapak.com untuk 
Perlindungan Konsumen, menguraikan Sistematika Bukalapak.com, yaitu 
Bukalapak group, Visi dan Misi Bukalapak, dan Ketentuan Penggunaan dan 
Penjualan Bukalapak.com, dan upaya Bukalapak.com untuk Perlindungan 
Konsumen. 
Bab IV : Dalam bab ini berisi pembahasan tentang Konsep Perlindungan 
Hukum Terhadap Konsumen Bukalapak.com, menguraikan Konsep 
Perlindungan konsumen Bukalapak.com menurut hukum ekonomi Islam. 
Perlindungan konsumen Bukalapak.com menurut hukum positif di Indonesia. 
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BAB V : Pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang 
diringkas dari hasil penelitian dan pembahasan dan mengemukakan beberapa 
saran.  
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 
MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM DAN HUKUM POSITIF 
A. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Ekonomi Islam 
1. Jual Beli 
a. Pengertian 
Pengertian jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu 
dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya harta 
mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan 
harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli. Salah satu 
dari benda yang dipertukarkan disebut dengan (mabi’), sedangkan 
pertukaran yang lain disebut harga (saman).1 
Sedangkan pengertian jual beli menurut fikih muamalah yaitu 
berasal dari kata al-Bai’ (jual beli), berarti pertukaran sesuatu dengan 
sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah 
pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini 
harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada 
kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu 
yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan qabul.2
                                                          
1 Siah Khosyi’ah, Fiqh Muamalah Perbandingan, (Bandung : Pustaka Setia, 2014), hlm. 
5. 
2  Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 
hlm. 69. 
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b. Dasar Hukum Jual Beli 
Dalam ekonomi Islam, jual beli harus sejalan dengan prinsip 
muamalah, serta tidak boleh melanggar dasar hukumnya/nashnya. 
Adapun dasar hukum tentang jual beli adalah sebagai berikut :  
1) Q.S Al-Baqarah ayat 275  
 َبِّ رلا َمَّرَحَو َعْي َبْلا ُ َّللَّا َّلَحَأَو 
Artinya :  
“Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan 
riba.”3 
2) Q.S An-Nisa’ ayat 29  
 اَهُّ َيأ َيَ َنوُكَت ْنَأ َّلَِّإ ِّلِّطاَبْل ِّب ْمُكَن ْ ي َب ْمُكَلاَوَْمأ اوُلُكَْتَ َلَ اوُنَمآ َنيِّذَّلا
 ْمُكْن ِّم ٍضَار َت ْنَع ًَةراَِّتِ 
Artinya :  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”4 
 
 
                                                          
3 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Madinah : 
Komplek Percetakan AlQur’an Khadim al Haramain asy Syarifain Raja Fahd, 1971), hlm.122. 
 
4 Ibid. 
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3) Q.S Al-Baqarah ayat 198 
 ٍتَافَرَع ْنِّم ْمُتْضََفأ اَذَِّإف ۚ ْمُكِّ َبر ْنِّم ًلًْضَف اوُغ َت ْ ب َت ْنَأ ٌحاَنُج ْمُكْيَلَع َسْي
  ُهوُرُْكذاَو ِّمَاَرْلْا ِّرَعْشَمْلا َدْنِّع ََّللَّا اوُرُْكذَاف ِّه
ِّلْب َق ْنِّم ْمُت ْ نُك ْنِّإَو ْمُكاَدَه اَمَك
 َيِّ لاَّضلا َنِّمَل 
 
Artinya :  
“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil 
perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 
'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan 
berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang 
ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu 
benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”5 
4) Hadits Riwayat Abu Dawud Dan Tirmizi 
 َّنلا ِّنَع ُهْنَع ُ َّللَّا َي ِّضَر َةَر ْيَرُه ْ ِّبَِأ ْنَع :َلَاق َمَّلَسَو 
ِّهْيَلَع ُ َّللَّا َّلَص ِّ ِّب
 َّنَقَِّتَْغ ََيلَ 
 ٍضَار َت ْنَع َّلَِّإ ِّن اَن َتِّإ. 
Artinya :  
“Dari Abu Hurairah r,a, dan Nabi SAW, beliau bersabda, “dua 
orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah, sebelum mereka 
berkerelaan.” (H.R. Abu Dawud dan Tirmizi).6 
 
 
 
                                                          
5 Ibid. 
6 Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhajul Muslim, Bab Mu‟amalah, Pasal Buyu’ (Beirut: 
Dar al-Fikr, 2003), hlm. 254. 
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5) Hadits Riwayat Bazzar Dan Al-Hakim 
 ُلَمَع َلَاق ؟ ُبَْيطَأ ِّبْسَكْلا ُّيَأ َمَّلَسَو ِّهْيَلَع الله ىَّلَص ُّ ِّبَّنلا َلِّئُس
...ٍرْوُر ْ بَم ٍعْي َب ُّلَُكو ِّهِّدَيِّب ِّلُجَّرلا- رازبلاا هاور  مكالْاو  
Artinya :  
“Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang 
paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan 
(usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang 
baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim).7 
 
c. Rukun jual beli 
Kegiatan jual beli adalah salah satu perbuatan hukum yang 
mempunyai konsekuensi yaitu terjadinya peralihan hak atas suatu 
barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dalam perbuatan 
hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun tertentu.   
Para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu 
bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut :  
1) Akid, adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang 
terdiri dari penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, 
maupun orang lain yang menjadi wali / wakil dari sang pemilik asli. 
Sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikanya. 8 
2) Ma’qud ‘Alaihi (obyek akad). Harus jelas bentuk, kadar dan sifat-
sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, 
                                                          
7 Ibid. 
8 Dimyaudin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 
2008), hlm. 56. 
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jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan 
pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. 
Imam Syafi’i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena 
ada unsur penipuan. Para Imam tiga dan golongan ulama madzhab 
kita juga mengatakan hal yang serupa.9  
3) Shighat (ijab dan qabul). Ijaab adalah perkataan dari penjual, seperti 
“aku jual barang ini kepadamu dengan harga sekian”. Dan qabul 
adalah ucapan dari pembeli, seperti “aku beli barang ini darimu 
dengan harga sekian”. Dimana, keduanya terdapat persesuaian 
maksud meskipun berbeda lafaz seperti penjual berkata “aku 
milikkan barang ini”, lalu pembeli berkata “aku beli” dan 
sebaliknya. Selain itu tidak terpisah lama antara ijab dan qabulnya, 
sebab terpisah lama tersebut membuat boleh keluarnya (batalnya) 
qabul tersebut. 10 
Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika 
salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka  tidak dapat dikategorikan 
sebagai perbuatan jual beli.  Dari paparan di atas dapat diketahui 
bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga, yaitu 
penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat 
membeli, dan ijab qabul atau serah terima. 11 
 
                                                          
9 Taqiyuddin abu Bakar, Kifayatul Akhyar, (Surabaya : CV Bina Iman, 1995), hlm. 537. 
10 Ibid. 
11 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), hlm. 70. 
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d. Syarat Jual Beli 
Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai 
dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab 
qabul. Selain memiliki rukun, al-bai῾  juga memiliki syarat. Adapun 
yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah yang Pertama tentang 
subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli 
(penjual dan pembeli)  disyaratkan: 12 
1) Berakal sehat  Maksudnya, harus dalam keadaan tidak gila, dan 
sehat rohaninya. 
2) Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan). Maksudnya, 
bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak 
tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga 
pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan 
disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli 
yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.  
3) Kedua belah pihak tidak mubadzir. Keadaan tidak mubadzir, 
maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual 
beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir). Sebab orang yang  
boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak 
cakap bertindak. Maksudnya,dia tidak dapat melakukan sendiri 
sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu 
menyangkut kepentingannya sendiri. 
                                                          
12 Suharwadi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 130. 
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4) Baligh atau Dewasa Baligh atau dewasa menurut  hukum Islam 
adalah apabila laki-laki telah berumur 15 tahun, atau telah 
bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun 
demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana 
yang baik dan mana yang buruk,tetapi belum dewasa (belum 
mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), 
menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan 
perbuatan jual beli, khususnya barang barang kecil yang tidak 
bernilai tinggi. 
Kedua, tentang objeknya. Yang dimaksud objek jual beli 
adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. 
Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat: 13 
1) Suci barangnya Maksudnya, barang yang diperjualbelikan 
bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau 
digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi tidak 
semua barang dapat diperjual belikan.  
2) Dapat di manfaatkan Pengertian barang yang dapat 
dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya 
seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli 
merupakan barang yang dapat dimanfaatkan. 
                                                          
13 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 
hlm. 37-40. 
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3) Milik orang yang melakukan akad Maksudnya, bahwa orang 
yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah 
barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah 
barang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang 
bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik 
tidak sah.  
4) Mampu menyerahkan Maksudnya, penjual baik sebagai 
pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang 
yang  dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan 
jumlah  yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang 
kepada pembeli.  
5) Mengetahui  Maksudnya, melihat sendiri keadaan barang 
baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau  
kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang 
dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual 
beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut 
mengandung unsur penipuan.  
6) Barang yang diakadkan di tangan Menyangkut perjanjian 
jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak 
berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi 
barang tersebut  rusak atau tidak  dapat diserahkan 
sebagaimana telah diperjanjikan. 
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e. Larangan Jual Beli  
Didalam fikih muamallah, Praktik-praktik perdagangan yang 
dilarang Rasulullah SAW diantaranya :14 
1) Talaqqi Rukban, adalah mencegat pedagang yang membewa 
barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar. 
Rasulullah melarang tindakan ini dengan tujuan untuk 
menghindari ketidaktahuan konsumen atau produsen tentang 
harga barang 
7) Gisyah, adalah menyembunyikan cacat barang yang dijual, bisa 
juga dengan mencampur produk cacat ke dalam produk yang 
berkualitas tinggi, sehingga konsumen akan mengalami 
kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas barang yang 
diperdagangkan, dengan demikian penjual akan mendapatkan 
harga yang tinggi untuk barang yang cacat atau kualitas buruk. 
Adapun, pada hakikatnya konsumen membutuhkan informasi 
yang jelas tentang kualitas barang yang akan dibeli. 
8) Perdagangan najasy, ialah praktik perdagangan dimana seorang 
berpura-pura sebagai pembeli yang menawar tinggi harga karna 
barang disertai dengan pujian kualitas secara tidak wajar, dengan 
tujuan untuk menaikkan harga barang. 
9) Produk haram, ialah memperdagangkan barang-barang yang 
telah dilarang dan diharamkan oleh Al-Qur’an dan Sunnah. Hal 
                                                          
14 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm. 42-43. 
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ini tentu saja sangat berkaitan dengan keselamatan konsumen 
dalam membeli barang dagangan tersebut, baik keselamatan 
jasmaniah maupun keselamatan rohaniah. 
10) Riba, ialah pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli 
maupun simpan pinjam yang berlangsung secara zalim dan 
bertentangan dengan prinsip muamallah secara islami. 
11) Tathfif, ialah tindakan yang mengurangi timbangan atau takaran 
barang yang akan dijual, tentu saja praktik dagang seperti ini 
sangat merugikan konsumen. 
Dari sejumlah praktik perdagangan yang dilarang tersebut dapat 
ditarik benang merah, bahwa prinsip perdagangan yang diajarkan 
Rasulullah mengandung nilai-nilai perlindungan terhadap 
konsumen. 
2. Bai’ Al-Salam 
a. Pengertian 
Salam merupakan bentuk jual beli di muka dan penyerahan barang 
di kemudian hari ( advanced payment atau forwardbuying atau future 
sales ) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat 
penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. 
Barang yang diperjual belikan belum tersedia pada saat transaksi dan 
harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk petanian dan 
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produk-produk fungible (barang yang dapat diperkirakan dan diganti 
sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).15 
b. Dasar Hukum Bai’ Al-Salam 
Sebagaimana dasar hukum bai’ al-salam adalah sebagai berikut : 
1) Q.S Al-Baqarah ayat 282  
 اَذِّإ اوُنَمآ َنيِّذَّلا اَهُّ َيأ َيَ ُهوُب ُتْكَاف ىًّمَسُم ٍلَجَأ َٰلَِّإ ٍنْيَدِّب ْمُت ْ ن َياَدَت  
Artinya :  
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya”.16 
 
2) Hadits Nabi Shallallhu ‘alaihi Wa Sallam 
 ِّنَع ٍساَّبَع ِّنْبِّا-اَمُه ْ نَع ُ َّللََّا َي ِّضَر-  هيلع الله ىلص ُّ ِّبَّنَلا َمِّدَق :َلَاق
 ْنَم ( :َلاَق َف ,ِّْي َت َنَّسلاَو َةَنَّسَلا ِّراَمِّ ثَلا ِّفِ َنوُفِّلْسُي ْمُهَو ,َةَنيِّدَمَْلا ملسو
 ٍموُلْعَم ٍنْزَوَو ,ٍموُلْعَم ٍلْيَك ِّفِ ْفِّلْسُيْل َف ٍْرَتَ ِّفِ َفَلْسَأ ٍموُلْعَم ٍلَجَأ َلَِّإ ,
 ٍءْيَش ِّفِ َفَلْسَأ ْنَم : ِّ يِّراَخُبْل
ِّلَو .ِّهْيَلَع ٌقَفَّ تُم  ) 
    Artinya :  
Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam datang ke 
Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk 
masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa 
meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam 
takaran, timbangan, dan masa tertentu." Muttafaq Alaihi.17 
 
 
                                                          
15 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah ( Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 90. 
16 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Madinah : 
Komplek Percetakan AlQur’an Khadim al Haramain asy Syarifain Raja Fahd, 1971), hlm.122. 
 
17 Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhajul Muslim, Bab Mu‟amalah, Pasal Buyu’ (Beirut: 
Dar al-Fikr, 2003), hlm. 279. 
30 
 
 
 
c. Rukun-rukun Salam  
ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi akad 
Salam, yaitu:18  
1) Pelaku akad, yaitu muslam (pembeli) adalah pihak yang 
membutuhkan dan memesan barang, dan muslam ilaih (penjual) 
adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan, 
2) Objek akad, yaitu barang atau hasil produksi ( muslam fiih ) dengan 
spesifikasinya dan harga ( tsaman )  
3) Shighat, yaitu Ijab dan Qabul. 
d. Syarat-syarat Salam 
Syarat Jual Beli As-Salam adalah sebagai berikut :  
1) Syarat Alat Pembayaran   
Hanafiyah mengemukakan enam syarat yang berkaitan  
dengan alat pembayaran, yaitu: 19 
a) Jenisnya harus jelas, misalnya uang dinar atau dirham.  
b) Macamnya harus jelas, apabila di suatu Negara terdapat 
beberapa jenis mata uang, misalnya dollar Amerika dan dollar 
Australia.  
c) Sifatnya jelas, misalnya bagus, sedang, atau jelek.  
d) Mengetahui kadar dari alat pembayaran.  
                                                          
18 Ibid. 
19 Veithzal Rivai dan andi Buchari, Islamic Economics, Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tapi 
solusi! (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 441.  
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e) Alat pembayaran harus dilihat dan diteliti, agar diketahui dengan 
jelas baik atau tidaknya.  
f) Alat pembayaran harus diserah terimakan secara tunai di majelis 
akad sebelum para pihak meninggalkan majelis. Namun 
beberapa pihak mengijinkan adanya penundaan, ketersediaan 
pembayaran dalam penundaan tidak dibuat menyerupai hutang. 
Imam malik mengijinkan untuk menunda 2 atau 3 hari. 
2) Syarat Ma’qud ‘alaih (Barang/Objek)  
Adapun syarat yang menjadi objek dalam jual beli salam adalah 
sebagai berikut :20 
a) Barangnya menjadi utang bagi si penjual 
b) Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti 
pada waktu yang diijanjikan barang itu harus sudah ada.  
c) Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, 
timbangan, ukuran, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan 
cara menjual barang semacam itu. 
d) Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu, 
berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat 
berbeda. Sifat-sifat ini hendaklah jelas sehingga tidak ada 
keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan nanti antara 
kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Begitu juga dengan 
                                                          
20Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung, PT.Sinar Baru, 1994), hlm, 295-296.  
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macamnya, harus pula disebutkan, misalnya daging kambing, 
daging sapi, atau daging kerbau. 
 
3. Khiyar 
a. Pengertian 
Khiyar dalam arti bahasa berasal dari akar kata: khara-yakhiru-
khairan-wa khiyaratan (  اخ ز- یخي س-يخس ا- ايخ٘سة  )  yang sinonimnya: 
يخٕ٘اَ ٓاطعأ  ي س   ,yang artinya” memberikan kepadanya sesuatu yang lebih 
baik baginya”. Menurut istilah kalangan ulama fikih yaitu mencari yang 
baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau 
membatalkannya.21 
Khiyar itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berpikir 
antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan 
khiyar. Akan tetapi oleh karena dengan sistem khiyar ini adakalanya 
menimbulkan penyesalan kepada salah seorang dari pembeli atau 
penjual yaitu kalau pedagang mengharap barangnya segera laku, tentu 
tidak senang kalau barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli atau 
kalau pembeli sangat mengharapkan mendapat barang yang dibelinya, 
tentu tidak senang hatinya kalau uangnya dikembalikan lagi sesudah 
akad jual beli. Maka oleh karena itu, untuk menetapkan syahnya ada 
khiyar harus ada ikrar dari kedua belah pihak atau salah satu pihak yang 
                                                          
21 Abdul Aziz Muhammad Azzam. Fiqh Muamalah, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 25. 
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diterima oleh pihak lainnya atau kedua pihaknya, kalau kedua belah 
pihak menghendakinya.22 
Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa khiyar adalah 
pilihan utuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena 
terdapat cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu 
akad, atau karena sebab yang lain. 
b. Dasar Hukum Khiyar 
Khiyar hukumya dibolehkan berdasarkan sunnah Rasulullah saw. Di 
antara sunnah tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori 
Dari Abdullah bin Al-Harits ia berkata Saya mendengar Hakim bin 
Hizam dari Nabi, beliau bersabda : 
 ْلاَم ِّراَيِّلخ ِّب ِّناَعِّ ي َبْلا َلَاق ْوَأ َاقَّرَفَتي   َكِّرُوب اَن  ي َبَو َقَدَص ْنَِّاف َاق رَف َت َي  تّتَح
اَمِّهِّعْي َب ُةََكر َب ْتَقِّمُ َبَذََكو اَمَتَك ْنِّإَو اَم ِّهِّعْي َب ِّفِ اَُمَلَ 
Artinya : 
Dua orang yang jual beli mempunyai hak pilih selagi belum saling 
berpisah’, atau beliau bersabda, ‘Hingga keduanya saling berpisah, 
jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya diberkahi 
dalam jual-beli itu, namun jika keduanya saling menyembunyikan dan 
berdusta, maka barakah jual-beli itu akan dihapuskan.23 (HR. Bukhori) 
Hadits lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar ia berkata:  
  ْوَأ ،َاقَّرَف َت َي َْلاَم ِّراَيِّلخ ِّب ِّناَع ْ ي َبَْلا : َمَّلَسَو ِّهْيَلَع ُالله ىَّلَص ُّ ِّبَّنلا َلَاق
 ْي َب َنْوُكَي ْوَأ :َلَاق َاَبَُرَو .ْر َتْخِّا :ِّهِّب ِّحاَصِّل َاُهُ ُدَحَأ ُلْوُق َي ٍراَي ِّخ َع  
                                                          
22 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 408. 
23 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Jufi, Shohih al-Bukhari , Vol. III (Darut Tauqin 
Najat, 1422 ). 
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Artinya :  
Telah bersabda Nabi:“Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar 
selagi keduanya belum berpisah, atau salah seorang mengatakan 
kepada temanya : pilihlah dan kadang-kadang beliau bersabda atau 
terjadi jual beli khiyar.” 24(HR. Al-Bukhari). 
c. Macam-macam Khiyar 
Dalam hukum Islam, upaya untuk memberikan perlindungan 
terhadap konsumen, pembeli mempunyai hak istimewa berupa khiyar, 
yaitu hak yang diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi 
untuk meneruskan atau membatalkannya. Khiyar ada yang bersumber 
dari syara’, seperti khiyar majlis, khiyar aib, dan khiyar ru’yah. Selain 
itu, ada juga khiyar yang bersumber dari kedua belah pihak yang 
berakad, seperti khiyar syarat dan khiyar ta’yin.25 Berikut akan 
dikemukakan pengertian masing-masing khiyar yang dimaksud:  
1) Khiyar al-majlis  
Khiyar majlis adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya 
transaksi jual beli. Kedua belah pihak yang melakukan jual beli 
memiliki hak pilih selama masih berada dalam majelis. Artinya 
suatu transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak yang yang 
melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara 
mereka telah menentukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. 
Khiyar ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat 
                                                          
24 Ibid. 
25 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 130. 
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mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti 
jual beli dan sewa-menyewa. 
2) Khiyar aib  
Khiyar aib adalah adalah hak untuk membatalkan atau 
melangsungkan  
jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu 
cacat pada objek yang diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui 
pemiliknya ketika akad berlangsung. 
3) Khiyar ar-ru’yah  
Khiyar ar-ru’yah adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan 
berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek 
yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Kemudian jika pembeli 
melihat barang tersebut dan tidak berminat karena tidak sesuai 
dengan keinginannya, maka pembeli berhak manarik untuk 
membatalkan diri dari akad jual beli tersebut. 
4) Khiyar syarat  
Khiyar syarat adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak 
yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan 
atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu 
yang ditentukan. 
5) Khiyar ta’yin   
Khiyar ta’yin adalah dua pelaku akad sepakat untuk menuda 
penentuan  
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barang dagangan yang wajib ditentukan sampai waktu tertentu 
dimana hak penetuannya diberikan kepada salah satu dari keduanya. 
Jadi, yang dimaksud dengan khiyar ta’yin tersebut yaitu hak pilih 
bagi pembeli dalam menetukan barang yang berbeda kualitas dalam 
jual beli. 
B. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Positif 
1. Undang-undang No 8 Tahun 1999 (UUPK) 
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata  
lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan  
membentengi.26 Sedangkan konsumen berasal dari alih bahasa dari kata 
Consumer (Inggris Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Secara 
harfiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang 
menggunakan barang.27 Perlindungan konsumen merupakan hal yang 
sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya 
mensejahterakan masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkembangnya 
transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini.28 Menurut UU No 8 
Tahun 1999 dijelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai 
barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan 
                                                          
26 Dendy Sugiono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm.  
1085. 
27 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar 
Grafika,2008), hlm. 22. 
28 M. Sadar, dkk, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Jakarta: Akademia, 
2012),hlm. 1. 
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diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tindak 
untuk diperdagangkan.29 
Setiap konsumen memiliki kebutuhan masing-masing dalam menunjang 
kebutuhan pokok. Ada beberapa beberapa batasan tentang konsumen, 
yakni:30 
1) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa 
digunakan untuk tujuan tertentu. 
2) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang 
dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain 
atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial)  
3) Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan 
menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan 
hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk 
diperdagangkan kembali (nonkomersial). 
Dalam transaksi antara konsumen dan pelaku usaha terdapat tiga 
tahapan transaksi, yaitu:31 
1) Tahap Pratransaksi, adalah tahap sebelum adanya perjanjian atau 
transaksi dengan konsumen, yaitu keadaan atau peristiwa yang terjadi 
                                                          
29 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), (Jakarta: 
Visimedia, 2007), hlm. 3. 
30 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2008), hlm. 25 
31 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: Citra 
AdityaBakti, 2010), hlm. 69-72 
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sebelum konsumen memutuskan untuk membeli dan memakai produk 
yang diedarkan produsen. Dalam tahap ini pelaku usaha melakukan 
promosi dengan memberikan informasi produk yang jelas, benar dan 
jujur. Konsumen berhak mencari informasi detail tentang produk dari 
pelaku usaha.   
2) Tahap Transaksi, adalah saat konsumen memutuskan untuk menentukan 
pilihan atau menerima (acceptance) atas suatu penawaran (offer) produk 
dari pelaku usaha yang berbentuk pernyataan kehendak dari para pihak. 
Pada tahap ini disepakati apa yang menjadi hak dan kewajiban para 
pihak, termasuk cara pemenuhannya. Tanda bukti dalam transaksi 
pembelian suatu ketika dapat menguntungkan kedua belah pihak.   
3) Tahap Purna/Pascatransaksi, adalah tahap pelaksanaan atau realisasi 
dari perjanjian atau transaksi oleh para pihak. Seperti, pelaku usaha 
memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan produknya kepada 
konsumen dan konsumen berkewajiban menyerahkan sejumlah harga 
kepada pelaku usaha. Kewajiban yang harus dilaksanakan para pihak 
dalam perjanjian dinamakan prestasi. Jika salah satu pihak tidak 
memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, pihak tersebut 
berada dalam keadaan wanprestasi yang kemudian menimbulkan hak 
bagi pihak lawan untuk mengajukan tuntutan. 
Sebagaimana dijelaskan menurut UU No 8 Tahun 1999 
Perlindungan konsumen memiliki beberapa tujuan, yaitu: 32 
                                                          
32 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  
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1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 
untuk melindungi diri. 
2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau 
jasa.  
3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 
menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen  
4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 
mendapatkan informasi 
5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha 
6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen 
Penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagai usaha bersama 
mempunyai lima asas dasar yang kelima asas tersebut relevan dalam 
pembangunan nasional, yaitu: 33  
                                                          
Pasal 3 
33 Susanti Adi, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara 
Serta Kendala Implementasinya, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 434-435. 
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1) Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala 
upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus 
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen 
dan pelaku usaha secara keseluruhan.  
2) Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 
konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 
melaksanakan kewajibannya secara adil.  
3) Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan 
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan 
pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.  
4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk 
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 
konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang 
dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.  
5) Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha 
maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 
penyelenggaraan perlindungan konsumen seta negara menjamin 
kepastian hukum. 
Konsumen mempunyai hak dan kewajiban, konsumen di Indonesia 
dalam melakukan transaksi mendapatkan perlindungan di dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) 
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yaitu berupa Hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4, Hak konsumen 
adalah : 34 
1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;  
2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan;  
3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan 
jaminan barang dan/atau jasa;  
4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 
jasa yang digunakan;  
5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif;  
8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai 
dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;  
9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.  
                                                          
34 Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen, Bab III, Pasal 4. 
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2. Undang-undang Informasi Dan Transaksi  Elektronik (UU ITE) 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan bentuk perhatian 
pemerintah terhadap berkembangnya informasi dan transaksi yang 
berbentuk elektronik. Undang-undang ini disebut dengan UUITE yang telah 
disahkan pada 21 April 2008.  
Mengenai aturan transaksi elektronik diatur dalam pasal 17 Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu :35 
1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup 
publik, ataupun privat. 
2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beritikad baik 
dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.  
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik 
akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.   
Perlindungan terhadap konsumen transaksi elektronik juga terdapat 
dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik ( UU ITE) yaitu : 
1) Sebagai pelaku usaha, terdapat pada pasal 9 “Pelaku usaha yang 
menawarkan produk melalui system elektronik harus menyediakan 
                                                          
35 Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 
Pasal17 
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informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, 
produsen, dan produk yang ditawarkan”.36 
1) Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang 
sah.37 
2) Pasal 18 ayat (1) transaksi elektronik yang di tuangkan ke dalam kontrak 
elektronik mengikat para pihak.38 
3) Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa 
hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan 
kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Perbuatan sebagaimana 
di jelaskan di dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 
miliar (Pasal 45 ayat (2) UU ITE).39   
Selanjutnya ketentuan dalam transaksi elektronik diatur dalam Pasal 18 
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:40 
                                                          
36 Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, Bab III, Pasal 9. 
37 Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, Bab III, Pasal 5, Angka 1. 
38 Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, Bab V, Pasal 18, Angka 1. 
39 Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, Bab XI, Pasal 45. 
40 Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. 
Pasal 18. 
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1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik 
mengikat para pihak.  
2) Para pihak .memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku 
bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. 
3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi 
Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas 
Hukum Perdata Internasional.   
4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, 
arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang 
berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi 
Elektronik internasional yang dibuatnya.  
5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau 
lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang 
menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, 
didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
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BAB III 
GAMBARAN UMUM DAN KONSEP BUKALAPAK.COM UNTUK 
PERLINDUNGAN KONSUMEN 
A. Tentang Bukalapak Group 
1. Sejarah Singkat 
Bukalapak.com merupakan salah satu online marketplace terkemuka 
yang menyediakan sarana jual-beli dari konsumen ke konsumen. Semua 
orang dapat membuka toko online di Bukalapak dan melayani pembeli dari 
seluruh Indonesia untuk transaksi satuan maupun banyak.1 Bukalapak di 
dirikan pada awal 2010 sebagai salah satu produk portofolio agensi digital 
bernama Suitmedia, Bukalapak bertumbuh sebagai salah satu produk online 
terbesar karya anak bangsa Indonesia.2 
Bukalapak.com juga merupakan perseroan terbatas yang salah satu jenis 
usahanya bergerak di bidang jasa portal web. Bukalapak dalam hal ini 
menyediakan Platform perdagangan elektronik (e-commerce) di mana 
Pengguna dapat melakukan transaksi jual beli barang dan menggunakan 
berbagai fitur serta layanan yang tersedia. Setiap pihak yang berada di 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat mengakses Platform 
Bukalapak untuk kemudian membuka lapak, menjual barang, membeli
                                                          
1 Tim Bukalapak “About” dikutip dari https://www.bukalapak.com/about. Diakses tgl 15 
oktober 2019. 
2 Yopi Meitita, “Unicorn Perbandingan Tokopedia Dan Bukalapak“. (Jurnal Komputer, 
Umitra). Vol I  No. 2, Januari 2017. 
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barang, menggunakan fitur/layanan, atau hanya sekedar mengakses / 
mengunjungi Platform Bukalapak. Sebagai penunjang bisnis dan penyedia 
Platform perdagangan elektronik, Bukalapak menjamin keamanan dan 
kenyamanan bagi para Pengguna.3 
Bukalapak sebagai situs jual beli online yang menjadi wadah bagi 
seseorang untuk menjual dan membeli barang atau biasa disebut dengan 
C2C (Customer to Customer).4 didirikan pada tanggal 10 
Januari 2010 oleh Achmad Zaky, Nugroho Herucahyono dan Fajrin Rasyid 
di sebuah rumah kos semasa berkuliah di Institut Teknologi 
Bandung. Momentum awal bagi kemajuan Bukalapak adalah ketika tren 
pengguna sepeda lipat melonjak pada tahun 2010. Pada saat itu, terdapat 
banyak komunitas yang menjual berbagai sepeda dan aksesorisnya dengan 
harga terjangkau sehingga meramaikan dan meningkatkan pertumbuhan 
pengguna di Bukalapak secara signifikan.5 Tahun 2011 Bukalapak.com 
memiliki 5 orang karyawan dan mengelola 10.000 UKM yang telah 
tergabung.6  
                                                          
3 Tim Bukalapak “Term Of Use” dikutip dari https://www.bukalapak.com/terms. Diakses 
tgl 15 oktober 2019. 
4 Asterina Widhiani, “Pengaruh Promosi, Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan 
Konsumen Dan Kualitas Informasi Terhadap Minat Beli Di Situs Bukalapak (Pada Mahasiswa 
Universitas Diponegoro)“. (Jurnal Management, Undip). Volume 7 No 2, Tahun 2018. 
5 Tim Wikipedia “Bukalapak” dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Bukalapak. 
Diakses tgl 25 November 2019. 
6 Astrid dan Siti Dewi, “Peranan marketing public relations Bukalapak.com dalam 
mempertahankan  brand reputation melalui kegiatan integrated marketing communications”, 
(Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis, Binus). Volume 2 No 1, April 2019. 
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Setelah berdiri kurang lebih satu tahun, Bukalapak mendapat 
penambahan modal dari Batavia Incubator (perusahaan gabungan dari 
Rebright Partners yang dipimpin oleh Takeshi Ebihara, Japanese Incubator 
dan Corfina Group). Di tahun 2012, Bukalapak menerima 
tambahan investasi dari GREE Ventures yang dipimpin oleh Kuan Hsu.7 
Pada tahun 2012 Jumlah UKM yang tergabung meningkat menjadi 
50.000 UKM.  Bukalapak.com membentuk komunitas UKM sebagai wadah 
untuk berbagi informasi sukses berjualan online.8  Pada bulan Maret 2014, 
Bukalapak mengumumkan investasi oleh Aucfan, IREP, 500 Startups, dan 
GREE Ventures yang merupakan bagian dari pendanaan Seri A Pada 
Februari 2015, Bukalapak mengumumkan pendanaan Seri B dengan 
masuknya Grup Emtek yang memiliki stasiun televisi SCTV. Emtek masuk 
ke Bukalapak melalui anak perusahaannya yaitu PT. Kreatif Media 
Karya (KMK Online). Sumber lain menyebut Emtek sebenarnya sudah 
bergabung sejak 2014. Baik Bukalapak maupun Emtek tidak menyebutkan 
berapa dana investasi yang dikucurkan. Namun, dari laporan keuangan 
EMTEK tahun 2015, diketahui bahwa Bukalapak telah mendapatkan dana 
investasi dari Emtek hingga Rp439 miliar.9 
                                                          
7 Tim Wikipedia “Bukalapak” dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Bukalapak. 
Diakses tgl 25 November 2019. 
8 Astrid dan Siti Dewi, “Peranan marketing public relations Bukalapak.com dalam 
mempertahankan  brand reputation melalui kegiatan integrated marketing communications”, 
(Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis, Binus). Volume 2 No 1, April 2019. 
9 Tim Wikipedia “Bukalapak” dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Bukalapak. 
Diakses tgl 25 November 2019. 
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Bukalapak.com  terus melakukan inovasi dalam hal pengembangan 
platform yang berbasis mobile apps sehingga pada tahun 2014 
Bukalapak.com resmi meluncurkan aplikasi belanja berbasis online versi 
Android dan pada tahun 2015 mereka berhasil meluncurkan aplikasi 
berbasis iOS.10 
Pada tahun 2015, Bukalapak mencatatkan jumlah penjual 
atau merchant sebanyak 163.000 penjual. Sementara pada akhir tahun 2016 
jumlah penjual di platform mereka menembus angka 1,3 juta.11 Pada tahun 
2016 Bukalapak.com meluncurkan program “Pahlawan” dengan misi 
memberdayakan UKM di seluruh Indonesia. Bukalapak menandatangani 
kesepakatan bersama dengan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) dalam 
upaya pemberdayaan potensi ekonomi kreatif Indonesia. Jumlah karyawan 
Bukalapak mencapai 500 orang dan jumlah UKM yang bergabung 
melampaui 1.000.000 UKM dan terus bertambah.12 
Jumlahnya meningkat drastis hingga mencapai 4 juta penjual sampai 
akhir tahun 2018. Sejak tahun 2017, perusahaan ini memiliki program Mitra 
Bukalapak, penjual offline atau mitra warung beberapa produk yang ada di 
                                                          
10 Astrid dan Siti Dewi, “Peranan marketing public relations Bukalapak.com dalam 
mempertahankan  brand reputation melalui kegiatan integrated marketing communications”, 
(Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis, Binus). Volume 2 No 1, April 2019. 
11 Tim Wikipedia “Bukalapak” dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Bukalapak. 
Diakses tgl 25 November 2019. 
12 Ibid. 
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Bukalapak. Hingga Oktober 2019, mitra warung Bukalapak mencapai 2 juta 
mitra warung dan individu.13  
Bukalapak mengklaim mencatatkan nilai transaksi harian di tahun 2016 
mencapai Rp50 miliar. Meningkat pesat dari tahun sebelumnya yang hanya 
Rp7 miliar pada 2015 dan Rp500 juta pada 2014. Di semester awal 2019, 
annualized run rate paid GMV Bukalapak diumumkan sebesar US$5 miliar 
dengan lebih dari 2 juta transaksi per harinya. Laba bruto per bulan 
Bukalapak di 2019 ini diumumkan Achmad Zaky sebanyak dua kali lipat 
lebih tinggi dari angka Desember 2018.14 
Pada 27 September 2018, Bukalapak resmi menjalin kerjasama 
dengan DANA, layanan uang elektronik (e-money) yang dikelola oleh PT 
Espay Debit Indonesia Koe. DANA disokong oleh dua pemodal besar yaitu 
Grup Emtek dan Ant Financial. Sementara itu, pesaing terdekat Bukalapak 
yaitu Tokopedia memilih bekerjasama dengan OVO yang terafiliasi dengan 
Grup Lippo. Sebelumnya, Bukalapak memiliki layanan pembayaran 
BukaDompet namun diberhentikan karena tak kunjung mendapat lisensi e-
money dari Bank Indonesia. Januari 2017, Bukalapak mengumumkan 
kerjasamanya dengan fintech investasi reksadana, Bareksa, dengan 
meluncurkan fitur BukaReksa. Bareksa merupakan pemegang lisensi 
                                                          
13 Tim Wikipedia “Bukalapak” dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Bukalapak. 
Diakses tgl 25 November 2019. 
14 Ibid. 
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APERD (Agen Penjual Reksa Dana) di bawah naungan PT Bareksa Portal 
Investasi.15 
Bukalapak menjual beragam produk yang dibutuhkan seluruh 
masyarakat Indonesia. Seiring berkembangnya teknologi, semakin banyak 
aktivitas yang dilakukan secara digital, lebih mudah dan praktis, termasuk 
kegiatan pembelanjaan yang kini semakin marak dilakukan secara digital, 
baik melalui komputer, laptop, hingga smartphone yang bisa diakses kapan 
saja dan di mana saja. Bukalapak hadir sebagai toko online terpercaya 
dengan sistem konsumen ke konsumen. Hal ini memungkinkan setiap orang 
untuk menjual dan juga membeli produk dengan mudah secara online. 
Sarana jual beli online Bukalapak memiliki visi untuk menjadi marketplace 
nomor satu di Indonesia dengan misi untuk memberdayakan UKM di 
seluruh penjuru Indonesia. Setiap orang di Indonesia dapat memasarkan 
produk unggulannya di Bukalapak dengan membuka toko online murah 
dengan pilihan sistem belanja satuan dan juga grosir.16 
2. Slogan  
Bukalapak memiliki slogan “jual-beli online mudah dan 
terpercaya” karena Bukalapak memberikan jaminan 100% uang kembali 
kepada pembeli jika barang tidak dikirimkan oleh pelapak.17 
 
                                                          
15 Tim Wikipedia “Bukalapak” dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Bukalapak. 
Diakses tgl 25 November 2019. 
16 Tim Bukalapak “Home” dikutip dari Bukalapak.com diakses tgl 15 oktober 2019. 
17 Ibid. 
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3. Visi Dan Misi 
Visi Bukalapak adalah “Menjadi online marketplace nomor 1 di 
Indonesia”  
Misi Bukalapak adalah “Memberdayakan UKM yang ada di seluruh 
penjuru Indonesia” 
 
B. Pokok Peraturan Baku Bukalapak.com / Term Of Use Sebagai Konsep 
Perlindungan Konsumen 
Berikut adalah aturan pokok yang diterapkan oleh bukalapak yaitu : 18 
Aturan Penggunaan di Bukalapak ini mengatur penggunaan seluruh layanan 
yang terdapat pada Platform Bukalapak yang berlaku terhadap seluruh 
Pengguna dan terhadap setiap Pihak yang menyampaikan permintaan atau 
informasi kepada Bukalapak. Dengan mendaftar akun Bukalapak dan/atau 
menggunakan Platform Bukalapak, maka Pengguna dianggap telah membaca, 
mengerti, memahami dan menyetujui seluruh isi dalam Aturan Penggunaan. 
Aturan Penggunaan Ini Merupakan Bentuk Kesepakatan Yang Merupakan 
Perjanjian Mengikat Antara Pengguna Dengan Bukalapak. Pengguna Secara 
Sadar Dan Sukarela Menyetujui Ketentuan Ini Untuk Menggunakan Layanan 
Di Platform Bukalapak. 
 
 
                                                          
18 Tim Bukalapak “Term Of Use” dikutip dari https://www.bukalapak.com/terms. Diakses 
tgl 15 oktober 2019. 
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a. Definisi 
Dalam Aturan Penggunaan ini, sepanjang tidak ditentukan lain, istilah-istilah 
di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut: 19 
1) Pengguna, adalah pihak (terdaftar/tidak terdaftar) yang mengakses 
Platform Bukalapak, termasuk namun tidak terbatas pada Pembeli dan 
Penjual (Pelapak) serta wajib mematuhi Aturan Penggunaan Bukalapak 
beserta ketentuan-ketentuan lain termasuk namun tidak terbatas pada 
Kebijakan Privasi Bukalapak. 
2) Akun, adalah data tentang Pengguna, minimum terdiri 
dari username, password, nomor telepon, dan email yang wajib diisi 
oleh Pengguna Terdaftar. 
3) Platform Bukalapak,  adalah situs resmi  www.bukalapak.com dan 
seluruh microsite resmi beserta aplikasi resmi Bukalapak (berbasis 
Android dan iOS) yang dapat diakses melalui perangkat komputer dan / 
atau perangkat seluler Pengguna. 
4) Aturan Penggunaan, adalah perjanjian antara Pengguna dan Bukalapak 
yang berisi seperangkat peraturan yang mengatur hak, kewajiban, 
tanggung jawab Pengguna dan Bukalapak, serta tata cara penggunaan 
sistem layanan Bukalapak. 
5) Bukalapak Payment System, adalah sistem pembayaran yang difasilitasi 
oleh Bukalapak untuk para Pengguna melakukan transaksi jual-beli di 
Platform Bukalapak. 
6) Otorisasi Akun (TFA), adalah fitur keamanan untuk akun pada saat 
login. Pengguna akan menerima kode otentikasi (OTP) yang harus 
dimasukkan ketika login menggunakan device yang belum tervalidasi. 
Tujuan dari TFA ini adalah untuk menjaga keamanan akun dari 
pembajakan dan penyalahgunaan akun oleh pihak lain. 
7) BukaDompet, adalah suatu bentuk dompet virtual yang dimiliki setiap 
Pengguna Terdaftar yang berfungsi untuk menyimpan dana hasil 
penjualan (remit) dan dana hasil pengembalian transaksi (refund). 
8) Barang Terlarang, adalah adalah barang yang dilarang diperdagangkan 
oleh Penjual (Pelapak) di Platform Bukalapak berdasarkan peraturan 
                                                          
19 Tim Bukalapak “Term Of Use” dikutip dari https://www.bukalapak.com/terms. Diakses 
tgl 15 oktober 2019. 
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perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan kebijakan internal 
Bukalapak. 
9) BukaBantuan, merupakan layanan yang disediakan oleh Bukalapak 
untuk memfasilitasi penyelesaian masalah termasuk namun tidak 
terbatas pada masalah transaksi Pembeli dan Penjual, Hak Kekayaan 
Intelektual, pelaporan pelanggaran produk, dan lain-lain. 
b. Layanan 
Ketentuan sebagai layanan adalah sebagai berikut :20  
Bukalapak mengelola dan menyediakan Platform bagi Pengguna 
untuk melakukan penjualan, promosi, mengunggah konten, serta 
melakukan pembelian barang yang sesuai dengan Aturan Penggunaan 
Bukalapak dengan alamat Situs www.bukalapak.com dan seluruh 
microsite beserta aplikasi Bukalapak (berbasis Android dan iOS) yang 
dapat diakses melalui perangkat komputer dan/atau perangkat seluler 
Pengguna. 
Bukalapak dapat atau tidak dapat melakukan penyaringan awal 
terhadap Pengguna atau Konten atau informasi yang diunggah oleh 
Pengguna di Platform Bukalapak, sehingga Bukalapak berhak untuk 
menghapus setiap Konten atau informasi yang diunggah oleh Pengguna 
di Platform Bukalapak apabila dianggap perlu dari waktu ke waktu. 
Keputusan Bukalapak merupakan keputusan mutlak yang tidak dapat 
diubah/digugat oleh Pengguna. 
c. Transaksi Pembelian 
Bukalapak mengatur tentang transaksi pembelian sebagai berikut : 21 
1) Pembeli wajib bertransaksi melalui prosedur transaksi yang telah 
ditetapkan oleh Bukalapak. Pembeli melakukan pembayaran dengan 
menggunakan metode pembayaran yang sebelumnya telah dipilih oleh 
Pembeli, dan kemudian Bukalapak akan meneruskan dana ke pihak 
Penjual/Pelapak apabila tahapan transaksi jual beli pada sistem 
Bukalapak telah selesai. 
2) Saat melakukan pembelian Barang, Pembeli menyetujui bahwa: 
a) Pembeli bertanggung jawab untuk membaca, memahami, mengerti 
dan menyetujui informasi serta deskripsi dari keseluruhan produk 
(termasuk namun tidak terbatas pada warna, bahan, kualitas, tekstur, 
                                                          
20 Tim Bukalapak “Term Of Use” dikutip dari https://www.bukalapak.com/terms. Diakses 
tgl 15 oktober 2019 
21 Ibid. 
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fungsi, dan lain sebagainya), sebelum berkomitmen melakukan 
pembelian produk tersebut. 
b) Pembeli mengakui bahwa warna yang sebenarnya dari produk yang 
ada di Bukalapak dipengaruhi dan tergantung dari layar maupun 
monitor masing-masing. Bukalapak telah berupaya dengan sebaik 
mungkin untuk menampilkan warna yang paling akurat seperti warna 
aslinya, namun tidak akan menjamin warna yang ditampilkan akan 
sama dan akurat seperti yang ditampilkan di Bukalapak. 
c) Pengguna masuk ke dalam Perjanjian yang mengikat secara hukum 
untuk membeli Barang ketika Pengguna membeli suatu barang. 
3) Pembeli memahami sepenuhnya dan menyetujui bahwa segala transaksi 
yang dilakukan antar Pembeli dan Penjual, selain melalui Rekening 
Resmi Bukalapak dan/atau tanpa sepengetahuan Bukalapak (melalui 
fasilitas/jaringan pribadi, pengiriman pesan, pengaturan transaksi khusus 
di luar Platform Bukalapak atau upaya lainnya), adalah merupakan 
tanggung jawab pribadi dari Pembeli. 
4) Pembeli wajib melakukan transfer sesuai dengan nominal total belanja 
dari transaksi dalam waktu 1x10 jam (dengan asumsi Pembeli telah 
mempelajari informasi barang yang telah dipesannya). Jika dalam waktu 
1x10 jam barang dipesan tetapi Pembeli tidak mentransfer dana, maka 
transaksi akan dibatalkan secara otomatis. 
5) Fitur “Item Replacement” Bukalapak akan otomatis mencarikan barang 
yang sama jika transaksi ditolak oleh Pelapak. Jika barang yang sama 
tidak ditemukan, maka dana akan dikembalikan ke BukaDompet 
Pembeli. 
6) Sistem Bukalapak secara otomatis mengecek status pengiriman barang 
melalui nomor resi yang diberikan Pelapak. Apabila nomor resi 
terdeteksi tidak valid dan Pelapak tidak melakukan ubah resi valid dalam 
1x24 jam, maka seluruh dana akan dikembalikan ke Pembeli. 
7) Jika Pembeli tidak memberikan konfirmasi penerimaan barang dalam 
waktu 2x24 jam sejak status resi pengiriman dinyatakan telah 
diterima/delivered oleh sistem tracking jasa pengiriman, Bukalapak 
akan mentransfer dana langsung ke BukaDompet Pelapak tanpa 
memberikan konfirmasi ke Pembeli. 
8) Pembeli diharapkan melakukan dokumentasi pembukaan paket saat 
menerima paket yang dikirimkan Pelapak. 
9) Retur (Pengembalian Barang) hanya diperbolehkan jika kesalahan 
dilakukan oleh Pelapak dan barang tidak sesuai deskripsi. 
10) Retur tidak dapat dilakukan setelah transaksi selesai menurut 
sistem General Tracking Bukalapak atau Pembeli telah melakukan 
konfirmasi barang diterima dan tidak memilih retur. 
11) Bukalapak akan menahan dana hingga ada kesepakatan antara Pembeli 
dan Pelapak: apakah Pembeli akan mengembalikan barang ke Pelapak 
atau tidak. 
12) Bukalapak akan mengembalikan dana transaksi ke Pembeli jika barang 
yang diterima Pembeli terbukti bermasalah/tidak sesuai deskripsi, dan 
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dalam waktu 3x24 jam Pelapak tidak merespon pesan permintaan retur 
dari Pembeli di halaman Diskusi Komplain. Selanjutnya, Pembeli wajib 
mengirimkan barang tersebut ke kantor Bukalapak. 
13) Pembeli wajib mengirimkan barang ke Pelapak dan menginformasikan 
nomor resi ke Bukalapak, jika ada kesepakatan retur dengan Pelapak. 
14) Bukalapak hanya memantau retur sampai barang diterima kembali oleh 
Pelapak. 
15) Bukalapak mengatur tentang pembelian barang khusus dewasa, 
mengikuti peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Barang 
khusus dewasa adalah barang yang hanya boleh dibeli oleh orang yang 
cukup umur sesuai dengan peraturan yang berlaku. sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. 
16) Bukalapak berhak melakukan refund dana ke Pembeli jika barang retur 
telah sampai di kantor Bukalapak dan berdasarkan pengecekan sesuai 
dengan yang dikeluhkan Pembeli. 
17) Bukalapak atas kebijakannya sendiri dapat melakukan penahanan atau 
pembekuan BukaDompet untuk melakukan perlindungan terhadap 
segala risiko dan kerugian yang timbul, jika Bukalapak menyimpulkan 
bahwa tindakan Pengguna, baik Pelapak maupun Pembeli terindikasi 
melakukan kecurangan-kecurangan atau penyalahgunaan dalam 
bertransaksi dan/atau pelanggaran terhadap Aturan Penggunaan 
Bukalapak dan jika akun Pengguna diduga atau terindikasi telah diakses 
oleh pihak lain. 
 
d. Sistem Pembayaran 
Bukalapak bekerja sama dengan Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (Bank 
dan Non-Bank) resmi yang diawasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa 
Keuangan untuk menyediakan sistem pembayaran guna memudahkan dan 
mengamankan setiap transaksi yang berlangsung di Platform Bukalapak bagi 
para Pengguna baik Pembeli maupun Pelapak (Penjual).  
 
e. Barang Terlarang 
Barang terlarang adalah barang yang dilarang diperjualbelikan di Platform 
Bukalapak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Republik Indonesia dan kebijakan internal Bukalapak. Barang tersebut 
adalah barang dan/atau jasa yang tergolong berbahaya, melanggar hukum, 
mengancam, melecehkan, menghina, memfitnah, mengintimidasi, 
menginvasi privasi orang lain atau hak-hak lainnya yang melanggar hukum 
dengan cara apapun. Berdasarkan hal-hal tersebut, barang-barang yang 
dilarang untuk diperjualbelikan di Platform Bukalapak.22 
 
                                                          
22 Tim Bukalapak “Term Of Use” dikutip dari https://www.bukalapak.com/terms. Diakses 
tgl 15 oktober 2019. 
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f. Buka Bantuan 
Dalam hal layanan BukaBantuan ketentuannya adalah sebagai berikut :23 
1) BukaBantuan merupakan layanan yang disediakan oleh Bukalapak 
untuk memfasilitasi penyelesaian masalah termasuk namun tidak 
terbatas pada masalah transaksi antara Pembeli dan Pelapak (Penjual), 
pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, pelaporan pelanggaran produk, 
dan lain-lain. 
2) Melalui layanan BukaBantuan, Pengguna dapat menanyakan dan 
mengajukan keluhan mengenai segala hal terkait dengan transaksi di 
Bukalapak yang berhubungan dengan Fitur/Produk, cara pembayaran, 
jasa pengiriman, cara retur barang dan lain-lain. 
3) Pengguna dapat menggunakan layanan BukaBantuan sebagai sarana 
aduan atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, duplikasi produk 
oleh pengguna lain, duplikasi foto/deskripsi. 
4) BukaBantuan merupakan fitur layanan pelanggan yang terdiri dari 
daftar referensi seputar pertanyaan yang paling banyak ditanyakan serta 
informasi omni channel yang dapat dipilih seperti nomor call center, 
layanan email, hingga live chat sehingga pelanggan dapat leluasa 
mengajukan pertanyaan atau keluhan seputar produk, cara pembayaran, 
jasa pengiriman, cara retur barang dan sebagainya. 
 
g. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa 
Dalam hal penyelesaian sengketa Bukalapak mempunyai ketentuan yaitu : 
Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik 
Indonesia, tanpa memperhatikan pertentangan aturan hukum. Pengguna 
setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul 
dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara apapun berhubungan 
dengan Platform Bukalapak dan/atau Aturan Penggunaan ini akan 
diselesaikan secara eksklusif melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional 
Indonesia).24
                                                          
23 Ibid. 
24 Tim Bukalapak “Term Of Use” dikutip dari https://www.bukalapak.com/terms. Diakses 
tgl 15 oktober 2019. 
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BAB IV 
ANALISIS KONSEP PERLINDUNGAN KONSUMEN JUAL BELI 
ONLINE BUKALAPAK.COM 
A. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Ekonomi Islam 
Jual beli Online merupakan metode yang banyak digunakan di era modern 
saat ini. Banyak sekali penjual mempromosikan produknya melalui jual beli 
dengan memanfaatkan jaringan Internet tersebut. Didalam ekonomi Islam 
sangat menjunjung tinggi kejujuran dalam berbisnis, seperti dijelaskan 
Zulham dalam bukunya bahwa konsep ekonomi dan perdagangan dalam Islam 
harus dilandasi dengan nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran 
dan keadilan bisnis.
1
 Oleh karena itu para produsen dan konsumen harus 
benar-benar jujur dan adil dalam melakukan kegiatan bisnis. 
Transaksi jual beli pada Bukalapak.com adalah bentuk jual beli tanpa 
bertemunya antara penjual dan pembeli. Agar bisa berkomunikasi di 
Bukalapak.com terdapat fitur Chat, maka dengan fitur tersebut konsumen bisa 
menanyakan langsung kepada penjual tentang produknya mengenai kualitas, 
bentuk fisik, keaslian, dan lain-lain.  Dalam hal ini terdapat salah satu rukun 
jual beli yang pertama yaitu adanya para pelaku transaksi antara penjual dan 
pembeli. Disini Bukalapak sebagai perantara tempat bertemunya  penjual dan 
konsumen.
                                                             
1
 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hlm, 41.  
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Bukalapak dalam hal menawarkan sebuah produk yaitu dengan 
menampilkan katalog barang-barang yang telah disediakan pada situs 
bukalapak.com. didalam katalog tersebut disertai dengan harga, foto bentuk 
fisik barang dan keterangan barang. dimana para konsumen bisa memilah dan 
memilih barang yang akan dibeli dengan mudah. Hal ini memenuhi rukun 
yang kedua dalam jual beli yaitu terdapat objek akad.  
Dalam transaksi jual beli online di Bukalapak jika pelanggan akan 
membeli suatu barang, maka pelanggan setuju akan aturan Bukalapak, 
sebagaimana dijelaskan “Pembeli wajib bertransaksi melalui prosedur 
transaksi yang telah ditetapkan oleh Bukalapak. Pembeli melakukan 
pembayaran dengan menggunakan metode pembayaran yang sebelumnya 
telah dipilih oleh Pembeli, dan kemudian Bukalapak akan meneruskan dana ke 
pihak Penjual/Pelapak apabila tahapan transaksi jual beli pada sistem 
Bukalapak telah selesai”.2 maka dalam hal ini sudah memenuhi akad yang 
ketiga yaitu terjadinya kesepakatan, dan sebagai bentuk perlindungan 
konsumen Bukalapak untuk melakukan pembayaran melalui sistem Bukalapak 
agar tidak terjadi penipuan. 
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Mengenai subjek syarat jual beli dalam ekonomi Islam yaitu tidak ada 
unsur paksaan. Didalam Bukalapak juga mengatur tentang pengguna yaitu 
“Aturan penggunaan ini merupakan bentuk kesepakatan yang merupakan 
perjanjian mengikat antara pengguna dengan Bukalapak. pengguna secara 
sadar dan sukarela menyetujui ketentuan ini untuk menggunakan layanan di 
platform bukalapak”.3 Bahwasannya bagi pengguna yang akan mendaftar dan 
menggunakan layanan Bukalapak berarti setuju akan ketentuan ini, maka 
tanpa adanya unsur paksaan bagi calon pengguna untuk menggunakan atau 
tidaknya layanan Bukalapak. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip ekonomi 
Islam bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak 
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melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut 
melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada 
unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri 
tidak diperbolehkan.
4
 
Bukalapak mengatur tentang batasan usia untuk menggunakan layanannya 
yaitu “Pengguna wajib berusia minimal 18 tahun (kecuali ditentukan lain oleh 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia). Pengguna yang 
belum genap berusia 18 tahun wajib memperoleh persetujuan dari orang tua 
atau wali untuk menggunakan dan/atau mengakses layanan di Platform 
Bukalapak dan bertanggung jawab atas segala biaya yang timbul terkait 
penggunaan layanan di Platform Bukalapak”.5 Maka dalam hal batasan umur 
tersebut sudah sesuai dengan syarat jual beli dalam ekonomi Islam. 
Dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan Bukalapak. 
Untuk syarat jual beli yang kedua yaitu mengenai objeknya, yang 
dimaksud objeknya adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian 
jual beli. Syarat objek yang pertama dalam jual beli menurut ekonomi Islam 
yaitu suci barangnya, maksudnya barang tersebut tidak najis dan haram. 
Didalam ketentuan bukalapak juga mengatur tentang objek/barang yang akan 
dijual bahwasannya “Pelapak (penjual) berkewajiban untuk memiliki sertifikat 
halal atas semua produk yang diperdagangkan di platform Bukalapak sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk produk yang 
                                                             
4
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berasal dari bahan yang non halal maka wajib dicantumkan keterangan “tidak 
halal”.6 Maka dalam aturan ini sudah sesuai menurut ketentuan suci barangnya 
(halal), kecuali barang yang dijual  oleh pelapak/penjual mengandung unsur 
haram seperti, kandungan khamr (alkohol), daging babi, dan lain-lain, maka 
hal ini tidak diperbolehkan dalam ekonomi Islam.     
Dalam hal penjualan barang di Bukalapak para penjual wajib mengisi 
kondisi barang seperti, nama barang, kategori, harga, stok barang, berat 
barang, deskripsi, serta foto bentuk fisik barang. Bukalapak juga mengatur 
bahwasannya “Penamaan barang dan informasi produk harus sesuai dengan 
kondisi Barang yang ditampilkan dan Pelapak (Penjual) tidak diperkenankan 
mencantumkan nama dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi 
Barang.”7 Maka dalam hal ini sudah sesuai dengan syarat objek jual beli 
dalam ekonomi Islam yaitu Mengetahui  Maksudnya, melihat bahwa keadaan 
barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau  kualitasnya. Akan 
tetapi tidak jarang para pelapak mengisi detail barang yang akan dijual tidak 
sesuai, akibatnya ketika barang sudah sampai maka konsumen akan kecewa 
dan menimbulkan kerugian, maka hal ini tidak diperbolehkan dalam ekonomi 
Islam. 
Dalam jual beli Online era modern seperti sekarang ini mirip dengan jual 
beli Salam (pesanan). Apakah sesuai atau tidaknya maka dilihat dari rukun 
dan syaratnya. jual beli salam salah satu rukunnya adalah adanya pelaku akad 
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yaitu muslam (pembeli) dan muslam ilaih (penjual). Disini Bukalapak 
berperan sebagai perantara bertemunya penjual dan pembeli sehingga menjadi 
sebab terjadi akad. Maka dalam hal ini sudah memenuhi rukun yang pertama. 
Rukun yang kedua dalam jual beli salam adalah adanya objek akad yaitu 
adanya barang dengan spesifikasi dan harga. Dalam hal ini Bukalapak 
memberikan wadah bagi para penjual  untuk menjual  barangnnya. disini 
bukan hanya langsung menjual tetapi para penjual juga harus mengisi detail 
spesifikasi serta harga yang jelas. Oleh karena itu dalam hal ini  dilakukan 
oleh Bukalapak untuk meminimalisirkan barang yang tidak sesuai yang 
diharapkan/cacat. 
Untuk rukun jual beli Salam  yang ketiga yaitu adanya Sighat, Ijab dan 
Qabul. Dalam hal ini ketika pengguna Bukalapak membeli suatu barang maka 
pembayaran dilakukan dengan metode pembayaran melalui transfer ke 
rekening Bukalapak. Maka selanjutnya akan diteruskan kepada 
pelapak/penjual setelah barang sampai ke tangan pembeli. disini terjadi Ijab 
dan  Qabul. Hal  ini terdapat pada aturan Bukalapak yang berbunyi “Pengguna 
masuk ke dalam Perjanjian yang mengikat secara hukum untuk membeli 
Barang ketika Pengguna membeli suatu barang”.8    
Selanjutnya dalam syarat jual  beli salam yang pertama tentang syarat alat 
pembayaran. Bukalapak terdapat beberapa metode pembayaran yang berbasis 
transfer, diantaranya yaitu, BukaDompet, Dana, Transfer antar Bank, dan 
Gerai offline yang bekerjasama dengan Bukalapak. Jenis mata uang dalam 
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metode pembayaran ini adalah Rupiah, kadar/nilainya sama jika di Rupiahkan 
atau dikonversikan ke dalam mata uang rupiah/uang kertas. Dalam hal 
pembayaran, pembeli akan diberi waktu paling lama 10 jam, jika pembeli 
belum melakukan pembayaran maka dianggap batal dalam melakukan 
pembelian/pemesanan barang. Dilihat dari syarat alat pembayaran tersebut 
sudah sesuai menurut syarat jual beli Salam.  
Untuk syarat yang kedua yaitu tentang objek/barang (ma‟qud „alaih). 
Untuk pengiriman barang akan dilakukan oleh penjual segera mungkin yang 
akan dibatasi oleh Bukalapak dalam waktu 2 hari, jika melebihi dari batas 
waktu yang ditentukan maka penjual dianggap menolak pembelian/pesanan 
dari pembeli. Ketika barang sudah dikirim oleh penjual maka Bukalapak akan 
memberi tahu kepada pembeli bahwa barang pesanan akan sampai pada hari 
yang ditentukan oleh Bukalapak yaitu tergantung jarak pengiriman, dan juga 
tergantung expedisi. Hal ini Bukalapak akan menjamin keamanannya dalam 
pengiriman barang. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Barang , 
dikirim 
expedisi 
Konsmen Penjual Bukalapak 
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Dalam konsep tersebut Bukalapak, konsumen, dan penjual bisa mengecek 
barang dengan sistem tracking. Apabila terdeteksi tidak valid dalam 1x24 jam, 
maka Bukalapak menjamin seluruh dana akan dikembalikan ke konsumen. 
Untuk klasifikasi barang, Bukalapak sudah menyaring bagi penjual agar 
menulis keterangan barang yang sebenarnya, mengenai kategori, berat, dan 
kondisi sesuai wujud asli dari barang yang akan dijual, serta penjual wajib 
mencantumkan foto sesuai ketentuan Bukalapak yaitu “Pelapak wajib 
menampilkan gambar yang sesuai dengan deskripsi barang yang dijual dan 
tidak mencantumkan logo ataupun alamat Platform lain pada gambar. 
Dianjurkan foto atau gambar memperlihatkan 3 bagian (depan, samping, dan 
belakang) dengan resolusi minimal 300px”.9 Dilihat dari aturan tersebut maka 
sudah sesuai dengan syarat objek dalam jual beli Salam. 
Dalam jual beli menurut ekonomi Islam terdapat hak untuk 
melangsungkan atau tidaknya perjanjian jual beli yang dimaksudkan untuk 
upaya perlindungan konsumen dalam ekonomi Islam. Seperti yang dijelaskan 
Yazid dalam bukunya bahwa Khiyar bertujuan untuk menjamin kebebasan, 
keadilan, dan kemaslahatan bagi masing-masing pihak yang melakukan 
transaksi. Sehingga hak khiyar merupakan ruang yang ditawarkan oleh Fiqh 
muamalah untuk berfikir ulang, merenung dan saling mengkoreksi antara 
pihak terkait dengan obyek dan transaksi yang telah mereka lakukan. Dengan 
hak khiyar ini, para pihak diharapkan terhindar dari munculnya rasa 
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penyesalan setelah transaksi selesai dilakukan. 
10
 Maka inti dari khiyar ini 
yaitu ketika membeli sebuah barang dan terdapat cacat maka boleh 
menggunakan hak khiyar ini sebagai bentuk perlindungan konsumen. 
Bukalapak terdapat hak pengguna untuk melakukan pengembalian barang 
ketika barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai pesanan/cacat. Sesuai 
dengan aturan Bukalapak yaitu : 
“Pembeli dapat mengajukan komplain barang (retur) selama 2x24 
jam sejak barang dinyatakan sudah sampai menurut tracking jasa pengiriman. 
Jika tidak ada pengajuan komplain hingga batas waktu tersebut, maka pembeli 
tidak akan bisa mengajukan komplain lagi dan uang pembayaran akan 
langsung diteruskan ke pelapak. Berikut ini adalah jenis penyelesaian 
komplain dengan 3 tipe solusi, yaitu: Pengembalian Uang, Penggantian 
Barang, atau Penambahan Barang.”11 
 
Mengenai peraturan Bukalapak tersebut maka dapat diklasifikasikan 
beberapa bentuk khiyar. Yang pertama adalah Khiyar Syarat, yaitu hak 
memilih antara melangsungkan atau membatalkan akad yang telah terjadi, 
dalam waktu tertentu. Maka dalam waktu yang ditentukan oleh  Bukalapak  
pembeli harus mengajukan komplain, jika tidak maka hak untuk pengembalian 
barang dianggap hangus.  
Kedua adalah Khiyar Ru’yah, yaitu pembeli hanya mengetahui sifat-sifat 
dari suatu barang tanpa melihat barang tersebut. Sehingga apabila telah terjadi 
akad, tetapi barang yang diserahkan tidak sesuai dengan sifat atau spesifikasi 
yang telah ditentukan, maka pembeli berhak untuk tetap melangsungkan atau 
membatalkan akad yang telah dibuat. Maka hal ini pembeli bisa menggunakan 
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haknya untuk melakukan pengembalian barang yang telah disediakan 
Bukalapak melalui komplain pengembalian barang. 
Yang Ketiga adalah Khiyar aib yaitu hak khiyar untuk melangsungkan 
atau membatalkan terhadap suatu barang yang mengandung cacat setelah 
diterima oleh pembeli. Dalam hal ini pembeli bisa mengajukan hak komplain 
yang telah disediakan Bukalapak  untuk memlih opsi pengembalian uang atau 
penggantian barang. 
  
1 
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Penjelasan konsep : 
1) Konsumen, jika barang yang dibeli terdapat cacat/tidak sesuai 
pesanan/atau jumlah barang kurang, maka bisa komplain pada 
menu transaksi yang disediakan oleh Bukalapak dan memberi bukti 
tentang barang yang akan dikembalikan. Disini Bukalapak 
memberi tiga pilihan untuk mengganti barang, mengembalikan 
uang, dan menambah barang jika barang yang dibeli jumlahnya 
kurang. 
2) Penjual, mengonfirmasi barang.  
3) Barang tidak sesuai pesanan dikirim ke alamat penjual  melalui 
ekpedisi. 
4) Ekpedisi, untuk biaya pengiriman pulang pergi ditanggung oleh 
pembeli. 
5) Barang pengganti, jika barang yang dikirim oleh pembeli sudah 
sampai, maka penjual akan mengirim barang pengganti. 
6) Barang pengganti sudah sampai ke tangan pembeli, maka segera 
konfirmasi. 
Dilihat dari konsep tersebut terdapat salah satu pihak yang 
dirugikan, Konsumen harus menanggung biaya ekpedisi 3 (tiga) kali 
yaitu biaya ekpedisi pembelian, retur barang, dan ekpedisi barang 
pengganti. Hal ini tidak diperbolehkan didalam ekonomi Islam, karena 
menurut ekonomi Islam jual beli harus sama-sama menguntungkan dan 
tidak ada pihak yang dirugikan.      
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B. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Positif 
Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen terdapat beberapa tujuan 
yang menjadi dasar penyelenggaran perlindungan konsumen yang dapat 
dibandingkan dengan peraturan Bukalapak, di antaranya yaitu : 
1) Tujuan undang-undang perlindungan konsumen yang pertama adalah 
Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 
untuk melindungi diri. Dalam hal ini konsumen harus berhati-hati 
dalam hal pembelian suatu barang/jasa khususnya pembelian barang 
secara online, karena rentan terhadap penipuan. Seperti hal 
pembayaran dan lain-lain didalam Bukalapak mempunyai peraturan 
tersendiri yaitu “Demi keamanan dan kenyamanan para Pengguna, 
setiap transaksi jual-beli di Bukalapak diwajibkan untuk menggunakan 
Bukalapak Payment System.”12 Karena pembayaran yang dilakukan 
diluar itu maka sangat rentan terhadap penipuan. Hal ini sudah sesuai 
dengan tujuan undang-undang perlindungan konsumen untuk 
melindungi diri.  
2) Bukalapak dalam menghindari konsumen dari pemakaian barang/jasa 
yang mengandung unsur negatif, bukalapak menerapkan peraturan 
yaitu   
“Pelapak dilarang keras melakukan penawaran/penjualan Barang 
terlarang sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Aturan 
Penggunaan Bukalapak dan peraturan perundang-undangan di 
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Indonesia, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi 
(tidak dinyatakan secara jelas/tersirat) di Platform Bukalapak.”13 
  
Maka dalam hal ini upaya Bukalapak untuk melindungi konsumen dari 
pemakaian barang/jasa yang mengandung unsur negatif sudah sesuai 
menurut UUPK yaitu “Mengangkat harkat dan martabat konsumen 
dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang 
dan/atau jasa”.  
3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, 
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Dalam hal ini bukalapak 
menerapkan peraturan terkait transaksi pembelian yaitu :  
“Pembeli bertanggung jawab untuk membaca, memahami, mengerti 
dan menyetujui informasi serta deskripsi dari keseluruhan produk 
(termasuk namun tidak terbatas pada warna, bahan, kualitas, tekstur, 
fungsi, dan lain sebagainya), sebelum berkomitmen melakukan 
pembelian produk tersebut.
14
 
 
Oleh karena itu sebagai konsumen dalam memilih sebuah produk 
harus teliti sebelum melakukan pembelian. Jika konsumen sudah 
melakukan pembelian dan barang sudah sampai ketangan pembeli, 
apabila ditemui barang cacat/tidak sesuai maka hak konsumen untuk 
pengembalian/retur barang tersebut. 
4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 
mendapatkan informasi. Hal ini selaras dengan peraturan Bukalapak 
yaitu : 
                                                             
13
 Ibid. 
 
14
 Ibid. 
70 
 
 
 
“Pengguna wajib menyampaikan informasi yang benar, tepat, lengkap 
dan terbaru dari diri Pengguna dalam rangka penggunaan Platform 
Bukalapak dari waktu ke waktu”. Dan “Pengguna wajib menghargai 
hak-hak Pengguna lainnya dengan tidak memberikan informasi 
pribadi ke pihak lain tanpa izin pihak yang bersangkutan.” 
 
5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha. Dalam hal  ini sesuai dengan 
peraturan Bukalapak yaitu “Penamaan Barang dan informasi produk 
harus sesuai dengan kondisi Barang yang ditampilkan dan Pelapak 
(Penjual) tidak diperkenankan mencantumkan nama dan informasi 
yang tidak sesuai dengan kondisi Barang.” Bahwasannya penjual 
harus jujur dan bertanggung jawab atas barang yang dijual kepada 
konsumen. Dilakukan untuk menghindari ketidaksesuaian/cacat 
terhadap barang yang dijual. 
6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Maka hal ini 
Bukalapak sesuai dengan aturannya “Penamaan Barang harus 
dilakukan sesuai dengan informasi detail, spesifikasi, dan kondisi 
Barang, dengan demikian Pelapak (Penjual) tidak diperkenankan 
untuk mencantumkan nama dan/atau kata yang tidak berkaitan dengan 
Barang tersebut.” Hal ini dilakukan karena untuk menjamin kualitas 
terhadap barang yang akan dijual kepada konsumen.  
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Konsumen mempunyai hak dan kewajiban, seperti yang disebutkan dalam 
pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
perlindungan konsumen : 
1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Didalam Bukalapak tidak ada 
peraturan khusus terkait hak katas kenyaman, keamanan, dan 
keselamatan. Akan tetapi dalam hal ini bukalapak berupaya 
meminimalisir. Untuk kenyamanan dan keamanan Bukalapak 
mempunyai fitur Two Factor Authentication (TFA), yaitu fitur 
keamanan pada saat login Sedangkan keselamatan, Bukalapak 
melarang untuk menjual barang berbahaya, sesuai aturannya yaitu : 
“Barang terlarang adalah barang yang dilarang diperjualbelikan 
di Platform Bukalapak berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan kebijakan 
internal Bukalapak. Barang tersebut adalah barang dan/atau jasa 
yang tergolong berbahaya, melanggar hukum, mengancam, 
melecehkan, menghina, memfitnah, mengintimidasi, menginvasi 
privasi orang lain atau hak-hak lainnya yang melanggar hukum 
dengan cara apapun. Berdasarkan hal-hal tersebut, barang-
barang yang dilarang untuk diperjualbelikan di Platform 
Bukalapak,”15 
 
Serta keselamatan pada saat pembayaran, Bukalapak menggunakan 
rekening bersama/Bukalapak Payment System. hal ini agar tidak 
terjadi penipuan pada saat membeli suatu barang. 
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2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang 
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan. Dalam hal ini konsumen bebas dalam 
memilah dan memilih barang yang dijual pada Bukalapak, karena 
pada Bukalapak telah disediakan katalog sesuai jenisnya masing-
masing. oleh karena itu konsumen harus bebas dari paksaan seperti 
dijelaskan Celina dalam bukunya bahwa konsumen berhak 
menentukan pilihannya dan tidak boleh mendapatkan tekanan dari 
pihak luar sehingga ia tidak lagi bebas untuk membeli atau tidak 
membeli.
16
 
3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa. Hal ini diperuntukkan kepada 
penjual di Bukalapak, sesuai dengan aturannya : 
“Penamaan Barang dan informasi produk harus sesuai dengan 
kondisi Barang yang ditampilkan dan Pelapak (Penjual) tidak 
diperkenankan mencantumkan nama dan informasi yang tidak 
                                                             
16
 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2008), hlm. 36. 
Bukalapak, menahan 
uang sebelum barang 
diterima pembeli 
Pembeli, 
membayar 
transaksi 
Penjual, 
menerima uang 
setelah barang 
diterima pembeli 
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sesuai dengan kondisi Barang.” Dan “Penamaan Barang harus 
dilakukan sesuai dengan informasi detail, spesifikasi, dan kondisi 
Barang, dengan demikian Pelapak (Penjual) tidak diperkenankan 
untuk mencantumkan nama dan/atau kata yang tidak berkaitan 
dengan Barang tersebut.” 17 
 
Dan apabila terdapat ketidaksesuaian padan barang ketika barang 
sudah sampai ketangan pembeli sehingga terjadi 
retur/pengembalian barang, maka penjual wajib untuk pergantian 
barang, sebagaimana peraturan Bukalapak “Pelapak wajib 
mengirimkan kembali barang yang sesuai dengan permintaan 
Pembeli saat terjadi kesepakatan retur yang berujung penggantian 
barang” 
4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau 
jasa yang digunakan. Untuk hal ini para konsumen bisa 
mengajukan komplain terhadap barang yang disediakan 
Bukalapak, atas apa yang dikeluhkan jika terjadi cacat barang 
maka bisa menggunakan hak komplain untuk pergantian barang. 
Selain hal itu para konsumen juga bisa  menghubungi customer 
service Bukalapak atas keluhan lainyya.  
5) Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Dalam 
penyelesaian ini Bukalapak sebagaimana peraturannya, 
diselesaikan secara eklusif melalui BANI (Badan Arbitrase 
Nasional Indonesia). 
                                                             
17
 Tim Bukalapak “Term Of Use” dikutip dari https://www.bukalapak.com/terms. 
Diakses tgl 15 oktober 2019. 
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6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 
Bukalapak sebagai platform jual beli online menyediakan 
informasi, keterangan, dan peraturan, dimana konsumen bisa 
mengaksesnya secara bebas.  
7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif. Dalam hal ini Bukalapak berupaya benar dan 
jujur, dimana sesuai dengan peraturan serta kebijakannya. 
Sebagaimana diatur :  
“Aturan Penggunaan Ini Merupakan Bentuk Kesepakatan Yang 
Merupakan Perjanjian Mengikat Antara Pengguna Dengan 
Bukalapak. Pengguna Secara Sadar Dan Sukarela Menyetujui 
Ketentuan Ini Untuk Menggunakan Layanan Di Platform 
Bukalapak.”18  
Sebagai pelaku transaksi elektronik, bukalapak tunduk kepada tata 
aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu aturan tersebut adalah 
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat 
UUITE. 
Terdapat aturan dalam pasal 17 Undang-Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, yaitu : “Para pihak yang melakukan Transaksi 
Elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau 
pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama 
transaksi berlangsung”.19 Aturan ini juga semakna dengan aturan yang 
                                                             
18
 Tim Bukalapak “Term Of Use” dikutip dari https://www.bukalapak.com/terms. 
Diakses tgl 15 oktober 2019. 
19
 Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, Bab V, Pasal 17. 
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terkandung dalam syarat dan ketentuan penggunaan Bukalapak, yaitu 
pengguna layanan Bukalapak dilarang menjual barang terlarang yang 
diatur oleh undang-undang Republik Indonesia.  
Selanjutnya ketentuan transaksi elektronik diatur dalam Pasal 18 
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu “Transaksi 
Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para 
pihak.”20  Bukalapak juga telah membuat aturan yang semakna, yaitu 
tentang aturan “Pengguna masuk ke dalam Perjanjian yang mengikat 
secara hukum untuk membeli Barang ketika Pengguna membeli suatu 
barang.”21 
Sebagai pelaku usaha, diatur  pada pasal 9 “Pelaku usaha yang 
menawarkan produk melalui system elektronik harus menyediakan 
informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, 
produsen, dan produk yang ditawarkan”.22 Maka dalam hal ini sesuai 
dengan peraturan Bukalapak terkait dengan penjualan barang harus sesuai 
dengan kondisi barang yang benar. 
Pelanggaran hukum yang terkait dengan Pasal 28 ayat (1) yang 
berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita 
                                                             
20
 Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, Bab V, Pasal 18. 
21
 Tim Bukalapak “Term Of Use” dikutip dari https://www.bukalapak.com/terms. 
Diakses tgl 15 oktober 2019. 
22
 Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, Bab III, Pasal 9. 
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bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam 
transaksi elektronik. Perbuatan sebagaimana di jelaskan di dalam Pasal 28 
ayat (1) UU ITE diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar (Pasal 45 ayat (2) UU 
ITE).
23
 
Selanjutnya pada Pasal 18 ayat 2 sampai 5 mengatur tentang pilihan 
hukum dan pilihan forum, “di mana jika para pihak tidak melakukan 
pilihan hukum dan forum maka akan didasarkan pada Hukum Perdata 
Internasional”.24 Sedangkan dalam peraturannya Bukalapak telah 
melakukan pilihan hukum, yaitu : 
“Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum 
Republik Indonesia, tanpa memperhatikan pertentangan aturan hukum. 
Pengguna setuju bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang 
mungkin timbul dari, berhubungan dengan, atau berada dalam cara 
apapun berhubungan dengan Platform Bukalapak dan/atau Aturan 
Penggunaan ini akan diselesaikan secara eksklusif melalui BANI (Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia).
25
 
 
                                                             
23
 Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, Bab XI, Pasal 45. 
24
 Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik, Bab V, Pasal 18. 
25
 Tim Bukalapak “Term Of Use” dikutip dari https://www.bukalapak.com/terms. 
Diakses tgl 15 oktober 2019. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penyusun  
menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:  
1) Konsep perlindungan konsumen Bukalapak menurut tinjauan hukum 
ekonomi Islam sebagian sudah sesuai, seperti adanya unsur syarat syah jual 
beli yaitu terdapat fitur Chat sebagai alat komunikasi dan tempat 
bertemunya pelaku akad, objek dengan menampilkan katalog-katalog 
bermaksud untuk kejelasan barang, kesepakatan pembayaran melalui 
Bukalapak payment system sebagai bentuk keamanan konsumen, tidak ada 
unsur paksaan dalam menggunakan Platform Bukalapak, batasan umur 
minimal 18 tahun, dan melarang barang berbahaya sebagai bentuk 
perlindungan konsumen.  
Bai’ Salam/jual beli pesanan sudah sesuai, seperti adanya Bukalapak 
sebagai perantara bertemunya penjual dan pembeli, adanya aturan 
Bukalapak terkait kejelasan barang, dan adanya Ijab dan Qabul. 
Sedangkan konsep khiyar sebagai bentuk perlindungan konsumen 
didalam Bukalapak belum sesuai, karena adanya salah satu pihak yang 
dirugikan yaitu konsumen. Dalam hal ini konsumen harus membayar biaya 
expedisi 3 (tiga) kali yaitu biaya expedisi pembelian, retur barang, dan biaya 
penggantian barang. Dalam ekonomi Islam harus tidak ada yang dirugikan.
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2) Sedangkan Perlindungan konsumen Bukalapak menurut tinjauan hukum 
positif sudah sesuai, seperti kemanan dalam pembayaran, keamanan pada 
saat login, memberikan kejelasan informasi bagi konsumen, hak konsumen 
untuk komplain dan retur barang, hak untuk mendapatkan advokasi dan 
penyelesaiain sengketa, melarang penjualan barang yang tidak sesuai 
kondisi yang ditampilkan, dan melarang dalam penjualan barang berbahaya 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia 
dalam platform Bukalapak. 
  
B. Saran-saran  
1. Konsumen atau pengguna diharapkan agar membaca seluruh aturan beserta 
syarat dan ketentuan, juga lebih berhati-hati dalam menggunakan platform 
jual beli Online khusunya Bukalapak.  
2. Bukalapak diharapkan dapat lebih cepat memproses dan memprioritaskan 
konsumen terkait keluhan, pengembalian barang, dan pengembalian dana.  
3. Bukalapak dapat mengevaluasi peraturan baku dan implementasinya, 
sehingga pelaksanaan transaksi di bukalapak dapat berjalan dengan lebih 
baik. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
1. Sistem Pemesanan, Pembayaran, Dan Pengiriman belanja Online 
Bukalapak.com 
Cara memesan dan membayar barang yang akan dibeli pada Bukalapak 
adalah sebagai berikut : 
1) Pembeli Pesan Barang lalu Transfer 
Untuk membeli barang silahkan login, jika sudah punya akun 
Bukalapak. Jika belum punya agar daftar terlebih dahulu. Cara mendaftar 
akun Bukalapak sebagai berikut : 
a) Kunjungi website www.bukalapak.com, maka akan muncul tampilan 
utama sebagai berikut, dan klik “Daftar” pada pojok kanan atas. 
 
 Sumber : Bukalapak.com 
Selanjutnya akan muncul tampilan seperti dibawah ini dan silahkan 
isi fromulir dengan benar 
  Sumber : Bukalapak.com 
Setelah semua diisi centang aturan penggunaan dan kebijakan 
privasi, dan klik daftar. Maka pendaftar akan memperoleh 
kode/konfirmasi aktifasi dari Bukalapak melalui E-mail atau nomor 
Handphone, dan klik Konfirmasi. Pendaftaran selesai maka 
pengguna bisa menikmati fitur-fitur dan belanja Online di 
Bukalapak.com 
b) Pemesanan barang dan pembayaran 
Klik barang yang akan dibeli, Klik tombol ‘Beli Sekarang’ pada 
produk yang ingin dibeli. 
 Sumber : Bukalapak.com 
Isi semua data pembeli dengan lengkap, kemudian kil tombol ‘Pilih 
Metode Pembayaran’. 
 
Sumber : Bukalapak.com 
Pilih metode pembayaran ‘Transfer’, kemudian klik 
tombol ‘Bayar’. 
 Sumber : Bukalapak.com 
Pilih salah satu rekening tujuan atas nama 
‘PT.Bukalapak.com’. Pastikan pembeli melakukan transfer dana 
sesuai dengan tagihan atau cek notifikasi email untuk melihat detail 
tagihannya. 
 
Sumber : Bukalapak.com 
lalu klik 'Beli'. Transfer dana ke rekening Bukalapak sesuai tagihan 
pembayaran. 
1) Barang Dikirim Pelapak 
Bukalapak mengirim notifikasi ke pelapak untuk kirim barang. Jika barang 
tidak dikirim oleh pelapak, uang dikembalikan 100% ke pembeli. 
2) Pembeli Menerima Barang lalu Konfirmasi 
Uang ditransfer ke pelapak setelah pembeli konfirmasi terima barang. 
Transaksi selesai, pelapak menerima uang dan ulasan dari pembeli. 
2. Sistem Pengembalian barang/retur 
1. Pengembalian Produk Dan Dana 
Pembeli yang belanja Online di Bukalapak jika barang yang 
diterima bermasalah maka pembeli dapat mengajukan komplain, sebagai 
berikut : 
a) Akses halaman Detail Transaksi. klik menu Transaksi, kemudian klik 
pada transaksi yang ingin dikomplain. 
 Sumber : Bukalapak.com 
b) Pelapak akan diarahkan ke halaman Detail Transaksi. 
Klik Komplain untuk memulai pengajuan komplain. 
 
Sumber : Bukalapak.com 
 
 
 
 
 
c) Klik menu Transaksi. 
 
Sumber : Bukalapak.com 
d) Pilih alasan pengajuan komplain, lalu klik Lanjutkan. 
 
Sumber : Bukalapak.com  
Pembeli akan diarahkan ke halaman Pengajuan Komplain. Pilih 
solusi komplain yang diinginkan. 
 
Sumber : Bukalapak.com 
Bukalapak dalam hal komplain terhadap barang yang ingin 
dikembalikan terdapat 3 pilihan, yaitu pengembalian dana, penggantian 
barang, dan penambahan barang.  
a). Penyelesaian komplain dengan tipe solusi Pengembalian Uang 
1). Pilih tipe solusi Pengembalian Uang, lalu masukkan jumlah 
pengembalian yang diinginkan. Kemudian centang 
pernyataan "Saya setuju untuk menanggung ongkos kirim jika harus 
mengembalikan barang" dan klik Kirim Komplain. 
2). Pembeli akan diarahkan ke halaman Detail Komplain. Pada 
halaman ini, pembeli dapat berdiskusi dengan pelapak mengenai 
komplain yang diajukan melalui tab Diskusi Komplain.  
3). Jika pelapak menyetujui solusi komplain "Pengembalian Uang", 
maka segera kirimkan barang yang ingin diganti ke alamat pelapak 
yang tertera di halaman Komplain. Kemudian klik Kirim 
Barang dan masukkan nomor resi pengiriman barang, lalu lanjutkan 
dengan klik Kirim Nomor Resi. 
4). Setelah pelapak melakukan konfirmasi terima barang, uang 
pembayaran akan diteruskan oleh Admin ke BukaDompet pembeli 
sesuai kesepakatan diskusi. 
5). proses penyelesaian komplain dengan tipe solusi "Pengembalian 
Uang" telah selesai. 
b). Penyelesaian komplain dengan tipe solusi Penggantian Barang 
1). Pilih tipe solusi Penggantian Barang, lalu pastikan alamat 
pembeli yang tertera sudah benar. Klik Ubah Alamat jika alamat 
pembeli masih belum sesuai. Kemudian centang pernyataan "Saya 
setuju untuk menanggung ongkos kirim jika harus mengembalikan 
barang" dan klik Kirim Komplain. 
2). Pembeli akan diarahkan ke halaman Detail Komplain. Pada 
halaman ini, pembeli dapat berdiskusi dengan pelapak mengenai 
komplain yang diajukan melalui tab Diskusi Komplain. 
3). Jika pelapak menyetujui solusi komplain "Penggantian barang", 
maka klik tombol Terima Solusi. 
4). Kirimkan barang yang ingin diganti ke alamat pelapak yang 
tertera di halaman Komplain. Kemudian klik Masukkan Nomor 
Resi dan masukkan nomor resi pengiriman barang. Lalu lanjutkan 
dengan klik Masukkan Nomor Resi. 
5). Setelah pelapak melakukan konfirmasi terima barang, pelapak 
akan mengirimkan barang pengganti ke alamat pembeli. 
6). Saat barang pengganti telah diterima, segera klik Konfirmasi 
Terima Barang. 
7). Pilih opsi "Ya. Silakan teruskan uang pembayaran ke 
pelapak" dan klik Konfirmasi jika barang pengganti sudah sesuai. 
Uang pembayaran akan diteruskan oleh Admin ke BukaDompet 
pelapak sesuai kesepakatan diskusi, atau 
8). Pilih opsi "Tidak, Kembalikan uang saya". dan 
klik Konfirmasi jika barang pengganti tidak sesuai. Admin akan 
melakukan pengecekan/investigasi ulang terkait isu ini (apakah 
benar bahwa barang tidak sesuai atau sesuai). Jika benar bahwa 
barang tidak sesuai, Admin akan membantu pembeli menyelesaikan 
komplain ke tipe solusi Pengembalian Uang. 
9). penyelesaian komplain dengan tipe solusi "Penggantian Barang" 
telah selesai. 
c). Penyelesaian komplain dengan tipe solusi Penambahan Barang 
1). Pilih tipe solusi Penambahan Barang, lalu pastikan alamat 
pembeli yang tertera sudah benar. Klik Ubah Alamat jika alamat 
pembeli masih belum sesuai. Kemudian centang pernyataan "Saya 
setuju untuk menanggung ongkos kirim jika harus mengembalikan 
barang" dan klik tombol irim Komplain. 
2). Pembeli akan diarahkan ke halaman Detail Komplain. Pada 
halaman ini, pembeli dapat berdiskusi dengan pelapak mengenai 
komplain yang diajukan melalui kolom Diskusi Komplain.  
3). Jika pelapak menyetujui solusi komplain "Penambahan barang", 
maka pelapak akan mengirimkan barang tambahan ke alamat 
pembeli. 
4). Saat barang tambahan telah diterima, segera klik 
tombol Konfirmasi Terima Barang. 
5). Pilih opsi "Ya. Silakan teruskan uang pembayaran ke 
pelapak" dan klik Konfirmasi jika barang tambahan sudah sesuai. 
Uang pembayaran akan diteruskan oleh Admin ke BukaDompet 
pelapak sesuai kesepakatan diskusi, atau 
6). Pilih opsi "Tidak, Kembalikan uang saya". dan 
klik Konfirmasi jika barang pengganti tidak sesuai. Admin akan 
melakukan pengecekan/investigasi ulang terkait isu ini (apakah 
benar bahwa barang tidak sesuai atau sesuai). Jika benar bahwa 
barang tidak sesuai, Admin akan membantu pembeli menyelesaikan 
komplain ke tipe solusi Pengembalian Uang. 
7). Proses penyelesaian komplain dengan tipe solusi "Penambahan 
Barang" telah selesai. 
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